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1. Pendahuluan

1.1 Desa Padang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Sebagai Lokus
Implementasi Syariat Islam (SI)

Gambar 1 Peta
Sulawesi Selatan
Dalam Republik
Indonesial

Propinsi .

Sulawesi  Selatan

(Sulsel)  memiliki

23 Kabupaten dan Kota dengan empat kelompok etnis, yaitu Suku Bugis, Suku
Makassar dan Suku Tana Toraja’. Mayoritas penduduknya beragama islam. Berikut

presentasi pemeluk agama di Provinsi Sulawesi Selatan seperti terlihat di tabel ini:

Tabel 1 Komposisi Populasi Sulawesi Selatan Berdasarkan Agama®

Agama Jumlah
Islam 87,2%
Protestan 6,2%
Katolik 3,3%
Budha 1,1%
Jumlah 100

Semehtara itu, untuk kabupaten Bulukumba sendiri, 99,66% penduduknya beragama
Islam. Sisanya adalah pemeluk agama protestan, katolik, Budha dan Hindu”.

Pada paper ini, kami memfokuskan pada Desa Padang, kecamatan Gantarang
sebagai lokasi penelitan WEMC® yang mempunyai 4 (empat) Dusun yaitu: [1]
Dusun Borong Cinranae, [2] Palimassang, [3] Bonto Bulaeng dan [4] Mattoangin.
Batas utara Desa Padang adalah Desa Dampang, batas selatan yakni Desa
Bontonmacinna, Desa Barombong sebagai batas timur, dan Desa Bontoraja terletak di

batas barat Desa Padang. Desa Padang terletak 12 Kilo Meter dari Kota Bulukumba.

! Peta Sulawesi Selatan yang berwarna hijau. Sumber: www.wikipedia.com
2 Sumber http://www.kadinsulsel.or.id/sulawesi.htm

® Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2005

* Sulawesi Selatan dalam angka 2000

® Women’s Empowerment in Muslim Context
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Gambar 2 Peta Desa Padang Dalam
Kabupaten Bulukumba®

Seluruh  penduduk Desa Padang
beragama Islam. Luas wilayahnya adalah
1.108 Ha dengan populasi penduduk sebesar
3.458 jiwa dengan komposisi jenis kelamin
yang berimbang terdiri dari perempuan
sebanyak 1.725 jiwa dan laki-laki sebanyak

1.733 jiwa'.

Kindang

KAB. SINJAI

Mata pencaharian masyarakat desa masih tergantung pada potensi

sumber daya alam secara primer seperti pemanfaatan sawah ladang dan kehutanan

seperti bertani, berkebun, beternak, berdagang dan sebagian penduduk lainnya bekerja

sebagai pedagang dan Pegawai Negeri Sipil dan Swasta. Ketersediaan fasilitas

pendidikan formal berupa sekolah di desa ini terdapat sekolah tingkat Taman Kanak-
Kanak (TK) sebanyak 3 buah dan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1 buah sedangkan

untuk

Bulukumba.
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SLTP, SLTA dan Perguruan tinggi hanya terdapat di Kota/Kabupaten

Gambar 3 Potret seorang

perempuan  mengerjakan
gabah

Konteks ini menjelaskan
latar belakang paper yang
akan diuraikan

selanjutnya dengan tujuan

memberikan
gambaran mengenai
dekontruksi agensi

perempuan dalam konteks

implementasi shariah Islam yakni penerapan peraturan desa hukum cambuk No. 5

® Lihat Kecamatan Gantarang. Sumber:www.wikipedia.com

’ Sumber: Profil Desa Padang, 2007




Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Hukum Cambuk di Desa Padang, Kecamatan
Gantarang, Bulukumba Sulawesi Selatan sampai akhirnya perdes yang

mendiskriminasi perempuan tidak diberlakukan kembali.



2. Konteks Politisasi Islam Secara Makro di Masa Soeharto dan Pasca
Soeharto

2.1 Era Soeharto
Gambar 4 Soeharto Dan Politik®

Corak radikalisasi Islam dalam
ranah politik tidak nampak di permuakaan
pada era  Soeharto  (1966-1998).
Demokratisasi dan kebebasan berpolitik
tidak  termasuk  dalam prioritas
pembangunan pada masanya. Penekanan
pada masa pemerinta hannya mengacu
pada pembangunan politik ekonomi dan
stabilitas  Nasional. = Dalam  rangka
pembangunan ekonomi tersebut, Soeharto

memberlakukan kebijakan-kebijakannya

secara otoriter dengan membungkam aktor-aktor mana yang dapat berpotensi menjadi
lawan politiknya termasuk kelompok-kelompok Islam, dengan menerapkan politik
Pancasila sebagai asas tunggal. Tidak ada satu pun kelompok masyarakat atau partai
politik yang tidak berasaskan pada Pancasila, jika terbukti, maka kelompok tersebut
dianggap sebagai gerakan makar. Meskipun demikian, Soeharto memberikan ruang
bagi kelompok Islam baik secara manifes dan laten selama ada ruang negosiasi
dengan rezimnya. Rezim ini melembagakan kekuatan-kekuatan tanpa ada tekanan
untuk menjatuhkan kekuasaannya. Ramly mencatat bahwa sedemikian ketatnya
pengawasan yang dilakukan Orde Baru, namun sebenarnya gerakan perjuangan
penegakkan Syariat Islam (SI) tidak hilang dari peta politik Indonesia. Ketatnya
pengawasan bukan berarti menutup pintu kerjasama dalam upaya melanggengkan
kekuasaan pada rezimnya. Kami teringat dengan istilah politik ijo royo-royo yang
berhembus ke publik pada tahun 1990-an. Pada masa ini, islam mulai dinilai sebagali

potensi lawan yang jika tidak diberikan ruang politik maka perlahan akan menjadi

8 http://saribincang.files.wordpress.com/2010/03/soeharto.jpg
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kekuatan menjatuhkan tongkat kekuasaan. Hal ini ditandai dengan dibangunnya
ICMI(Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai bentuk negosiasi atau politik
dagang Orde Baru pada kelompok-kelompok Islam yang dinilai berada di barisan
pendukungnya®.

Menurut Wahid Institute (2009: 19), lkhwanul Muslimin di Indonesia
berkembang setelah banyaknya para pelajar yang mengecap pendidikan islam di
Mesir. Atas nama tarbiyah (pendidikan) dan ubbudiyah (peribadatan), mereka
melakukan strategi persis yang dilakukan oleh IM seperti cell system dan pola
kaderisasi. Gerakan ini merebak akibat gagalnya cita-cita kemerdekaan yang diusung
oleh bangsa ini yakni keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kita tidak dapat menampik
bahwa korupsi merajalela dan kemiskinan semakin menggurita oleh karena itu mereka
menganggap bahwa jalan pintas untuk mengatasi permasalahan itu adalah membentuk

negara islam, yang memang sudah diusung sejak piagam Jakarta.

Pada garis politik Islam militan yang memilih tidak tunduk pada pemerintah
sesungguhnya memilih strategi taktis dengan cita-cita SI dengan metode berdakwah
dan beroperasi secara bawah tanah™.

2.2 Pasca Soeharto

Pada tahun 1998, rezim diktator ini lengser di tengah keberlangsungan krisis
ekonomi dan politik. Menurut Sutradara Gintings (2006) terdapat kombinasi berbagai
faktor kejatuhan presiden Soeharto, dan jika dirumuskan menjadi enam poin, yakni:
Pertama, adanya kejenuhan masyarakat terhadap rezim yang telah berkuasa selama
20 tahun. Kejenuhan ini menyebabkan tendensi untuk perubahan signifikan situasi
ekonomi dan politik. Kedua, terjadinya krisis ekonomi yang sangat besar dan meluas

sejak pertengahan tahun 1977, dilanjutkan dengan krisis politik. Ketiga, di internal

% Baca sejarah pembentukan ICMI di masa orde baru ( http://icmijabar.or.id/?p=21)

1% salah satu bentuk strategi gerakan yang dinilai paling berhasil adalah berangkat dari akar. Oleh
karena itu, organisasi ini sangat massif bekerja dalam kampus-kampus dan pranata pendidikan islam
dengan melakukan penetrasi organisasi kampus. Kemudian, organisasi ini dikenal KAMMI. Kemudian,
para organisator KAMMI membentuk wadah untuk melakukan kajian-kajian islam untuk mencapai
tujuan yakni membentuk darul islamiyah atau negara islam yang disebut sebagai Hidayatullah. Abdul
Aziz Qahar Muzakkar yang namanya muncul di belakang juga merupakan pendiri Hidayatullah di
Sulawesi Selatan. Referensi mengenai gerakan islam fundamentalisme pada kampus-kampus dapat
dilihat di Harto, Kasinyo. 2008. Islam Fundamentalis di Perguruan Tinggi Umum: Kasus Gerakan
Keagamaan Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang
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kroni Soeharto sendiri terdapat ancaman nepotisme Yyakni penyerahan tongkat
kekuasaan pada putri Soeharto. Keempat, adanya ketidaksabaran para pendukung
Baharuddin Jusuf Habibie yang masih menjabat sebagai wakil presiden saat itu dapat
memimpin negara ini. Kelima, adanya rivalitas di kalangan TNI yang dalam peta
politik berpengaruh pada kehidupan sipil. Keenam, melemahnya atau terjadinya
penarikan dukungan internasional. Terdapat tiga konsep yang ditawarkan oleh
akademisi pada saat itu sebagai solusi atas dinamika politik saat itu, yakni: reformasi,
demokratisasi, dan desentralisasi sebagai pondasi pembentukan perda-perdes
diskriminatif. Yang menarik untuk dikaji pada paper ini adalah desentralisasi. Konsep
Desentralisasi secara tegas dimunculkan pertama kalinya pada UU No. 22 Tahun
1999 tentang pemerintahan daerah, kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun
2004 tentang pemerintahan daerah.

Di antara kedua UU ini tidak terdapat perbedaan mendasar mengenai
pembentukan peraturan daerah, UU No. 32 Tahun 2004 diatur secara detail mengenai
hubungan antara kewenangan pemerintah dengan pembuatan peraturan perundang-
undangan. Pasal 22 UU No. 22 Tahun 1999 menekankan salah satu kewajiban daerah
dalam otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya sedangkan pasal 7 UU No. 32
Tahun 2004, kewenangan daerah didefinisikan sebagai otonomi yang mencakup

seluruh bidang pemerintahan dan dalam pasal 10 ayat d yang mengatur bahwa:

”penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang
dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.”

Ketentuan tersebut, memberi ruang bagi gerakan politik lokal untuk
membangun peraturan dan kebijakan di dalam konteks lokal. Dilatarbelakangi oleh
visi terbentuknya negara Islam dan adanya kejenuhan berbagai ormas Islam seperti
Muhammadiyah, Darul Dakwah wal Irsyad, dan Nadhatul Ulama (NU) muncul di
permukaan dan mempengaruhi wacana politik kebijakan. Pembentukan negara atau
pemerintahan Islam yang pertama kali adalah di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Pada tahun 2000, NAD secara terang-terangan membentuk Peraturan Daerah/ Qanun

1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada
perundangan ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. UU No. 5
Tahun 1974 adalah suatu komitmen politik, namun dalam prakteknya yang terjadi adalah sentralisasi
(baca: kontrol dari pusat) yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan
Indonesia

9
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Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat
Islam, Perda ini kemudian dikenal sebagai Qanun Syariat Islam'. Tujuan
pembentukannya untuk mengatur pemerintah dan warganya sebagaimana S| yang
mereka pahami. Semangat terbentuknya pemerintah Islam yang sepenuhnya (kaffah)
ini kemudian menjalar di seluruh kabupaten dan propinsi, bahkan di level desa
sekalipun. Setidaknya pada tahun 2009 (Komnas Perempuan, 2009: 1), Indonesia
memiliki 156 perda-perdes inkonstitusional. Kebijakan diskriminatif ini terdiri atas 19
kebijakan di tingkat propinsi, 134 kebijakan di tingkat kabupaten atau kota, dan 1
kebijakan di tingkat desa.

Perkawinan antara Wahabi-lkhwanul ~muslimin  (IM) tidak mampu
membedakan agama dan kultur budaya demikian yang disampaikan oleh Wahid
Institute (2009: 19). Hal ini berbeda dengan NU dan muhammadiyah. Menurut Saiful
Mujani (2007: 91), kemunculan NU dan muhammadiyah merupakan bagian dari
reaksi atas berkembangnya pengaruh varian-varian Islam puritan, wahabisme, dari
semenanjung Arabia yang cenderung intoleransi dan kaku terhadap sufisme dan
praktik keagamaan yang dilakukannya (tarekat). Derajat puritan ini seringkali menjadi
konflik antara NU dan muhammadiyah namun dalam berbagai level, derajat ini bisa
ditepis ketika menjalankan kehidupan sosial, berkenegaraan, maupun berpolitik.

Pergolakan muhammadiyah begitu kentara ketika muktamar muhammadiyah
tahun 2005, dimana kaki tangan wahabi atau virus-virus tarbiyah ini menjadi suara
mayoritas. Suara kegelisahan tokoh muhammadiyah kemudian dituliskan oleh Abdul
Munir  tentang keprihatinannya dalam Suara Muhammadiyah ketika desa
kelahirannya, Desa Sendang Ayu, yang dikenal sebagai islam yang penuh perdamaian
penuh dengan sentiment-sentimen kekerasan. Artikel yang berjudul “Ahmad Dahlan
Menangis”, yang ditulis oleh Farid Setiawan, ketua umum dewan pimpinan daerah
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga mengungkap kegelisahan yang sama. Hal
yang sama terjadi bagi NU, dimana di Pati, Jawa Tengah, banyak pemuda wahabi
yang kemudian menyusup sebagai santri di Pati disebabkan oleh Cleaning Service

masjid gratis.

12 Qanun ini menjadi landasan yuridis yang melegitimasi pembentukan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah (Qanun) Istimewa Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) atau yang lebih dikenal
sebagai Qanun Khalwat.
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Tabel 2. Klasifikasi Perda Diskriminatif®

No. | Kategori Jumlah
1 Kriminalisasi perempuan 39

2 Kontrol terhadap tubuh perempuan 22

3 Pembatasan kebebasan beragama bagi komunitas | ©

Ahmadiyah

4 Pengaturan ibadah/kehidupan keagamaan 82

5 Pengaturan buruh migran 4
Jumlah 156

Satu peraturan desa yang disebutkan adalah peraturan desa hukum cambuk di
Desa Padang yang berbasis pada ajaran keagamaan di Sulawesi Selatan yang juga
terdapat 16 perda-perdes diskriminatif. Di Sulawesi Selatan, Kabupaten yang
pertama kali menerapkan Sl adalah Bulukumba.

Masyarakat di  Kabupaten  Bulukumba, khususnya Desa Padang
dilatarbelakangi oleh kelompok etnis Suku Bugis dan Suku Makasar yang
menjalankan nilai-nilai Siri™** yang juga bermuatan nilai patriarkis dan diskriminatif
bagi perempuan®.  Nilai-nilai siri yang kemudian juga berkolaborasi dengan
interpretasi-interpretasi agama islam yang ingin diterapkan dalam bentuk kebijakan
negara. Pada masa awal pemberlakuan Sl di Bulukumba pada tahun 2003, Bupati
H.A Patabai Pabokori, mengeluarkan Perda Kabupaten Bulukumba No. 05 Tahun
2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah®. Bupati juga menerapkan crass

program®’. Kebijakan —kebijakan tersebut kemudian juga mendorong dibentuknya 12

¥ Sumber Komnas Perempuan, 2009: 18. SP kemudian menambah dua perda di Nangroe Aceh
Darusallam, yakni mengenai Qanun Jinayat dan Perda Anti Celana di Kabupaten Aceh Barat yang
sampai saat ini belum disahkan.

Y Menurut La Side’ Daeng Tapala, “ Siri’ adalah sinonim dengan manusia susila, dengan ungkapan
lanatu Siri’ e riaseng tau. Yang jika disimpulkan siri’ adalah suatu lembaga susila yang
mengkultuskan harga diri pada manusia dan pada suku bugis telah meningkat menjadi kemanusiaan,
(Andi Zainal Abidin Farid, 2007). Sedangkan menurut orang Makassar Siri’ adalah hargadiri dan
keteguhan hati (H. Mattulada, 2007).

15 Kalimat ini menjadi hipotesis peneliti

16 Kemudian diikuti oleh perda Perda No.3 Th. 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan
Penjualan Minuman Beralkohol, Perda No. 2 Th. 2003 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan
Shadagah, Perda No. 6 Th. 2003 Tentang Pandai Baca Al-Qur’an.

YCrass program merupakan program yang berbau keagamaan yang dibentuk oleh Pemerintah
Bulukumba. Crass program terdiri atas; Pembinaan dan pengembangan  pemudaremaja
masjid,Pembinaan dan pengembangan TPA/TKA, Pembinaan dan Pengembangan majelis ta’lim,
Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Masjid,Pembinaan dan pengembangan Hifdzil Qur’an,
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desa muslim di kabupaten Bulukumba®®. Salah satu desa muslim tersebut adalah Desa
Padang. Penduduk di Desa Padang masih memegang nilai-nilai adat dan
pemberlakuan Peraturan Desa No. 05 tahun 2006 tentang hukum Cambuk sebagai
implementasi Sl di wilayah ini yang dianggap mengakomodir nilai Siri’.

Hal ini sesuai dengan ungkapan kepala desa muslim Padang, Yyang

memadukan antara adat dan nilai Islam sebagai ‘alat’ untuk menerapkan Sl:

“Namanya desa muslim maka perlakuannya betul-betul muslim, makanya kami
membuat aturan-aturan karena pasti ada pelanggaran yang tidak sesuai lagi
dengan hukum Islam. Sehingga kami dengan tokoh masyarakat berinisiatif untuk
menerapkan hal ini dan yang ketiga sanksi hukum adat itu tidak tertulis, dan
hasilnya fatal yang mengakibatkan orang cedera makanya kita mencoba menarik
hukum adat atau menjadikannya hukum Islam sehingga tidak menganiaya orang
tapi untuk jera”19

Penuturan Kepala Desa Padang memperlihatkan bahwa adanya formalisasi
hukum Islam dalam peraturan desa yang tidak bertentangan dengan hukum adat
dengan tujuan memberikan efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal
yang dianggap menyimpang dari norma-norma yang berkembang di masyarakat.

Pergulatan implementasi SI

dan adat tentunya menjadi sebuah fenomena
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan pada umumnya dan

Kabupaten Bulukumba pada khususnya yang akan diuraikan di bab selanjutnya.

Pembinaan dan Pengembangan seni bernuansa Islam, Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadagah dan
Pelestarian keluarga Sakinah, Sejahtera dan Bahagia
8sumber:http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/2009/08/penerapan-syariat-islam-di-desa-
padang_6872.html.

% Wawancara lepas di rumah kepala desa muslim Padang, tanggal 19 oktober 2007

2% Mohammad Hashim Kamali (dalam Nurmila, 2009:40) menyatakan bahwa syariat islam adalah
sebuah terminology yang dikontestasikan dan merupakan konsep yang lebih luas dari pada figih.
Syariah berarti cara hidup yang islami dimana bersumber pada Alquran dan Hadist. Mengacu pada
konteks Aceh, di beberapa tempat, syariat islam dipahami lebih mengarah pada hudud (hukuman).
Sehingga itulah mengapa aplikasi syariat selalu diartikan implementasi hukuman seperti mencambuk,
merajam, dan memotong tangan. Namun banyak juga yang memaknai syariat sebagai figih dimana
yang tidak dapat membedakan antara alquran dengan tafsir terhadapnya. Menurut mereka,
reinterpretasi alquran adalah pekerjaan manusia yang terdapat banyak kelemahan sehinggap dapat
mengacaukan tafsir itu sendiri. Kritisme terhadap Alquran dan tafsirnya sangat dihindari bagi pihak
yang memaknai syariat sinonim dengan figih (Nurmila, 2009: 40).
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3. Siapa Saja Aktor di Balik Penerapan Sl di Indonesia?
3.1 Politik Nasional

Sebelum masuk ke dalam konteks politik lokal, akan mengambarkan konteks
politik yang mengusung syariat Islam di level Nasional. Salah satu organisasi yang
selalu mengusung gagasan tersebut di ranah publik sebagai solusi konflik vertical
dalam konsep bernegara dan berbangsa adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

HTI merupakan organisasi massa Indonesia yang mendukung adanya visi
pembentukan negara berbasis pada Sl dengan dilatarbelakangi pemahaman bahwa
maksud dari “petunjuk” dan “rahmat” dalam ayat Al Qur’an adalah dengan membawa
manfaat bagi manusia atau menjauhkan kemudlaratan dari dirinya. Inilah yang disebut
“maslahat”. Sebab, arti dari maslahat adalah membawa kemanfaatan dan mencegah
kerusakan”.Menurut Yunanto (2003: 85-93), HTI termasuk dalam gerakan radikal
islam yang masuk ke dalam kelompok Pan-islamisme, selain Wahabi, negara Sl, dan
jihad.

HTI memiliki konstitusi sendiri yang menyebutkan Negara Islam yang
menjalankan syariat islam. Syariat ini diterapkan tanpa mempertimbangkan latar
belakang keyakinan dan perbedaan dalam masyarakat kecuali dalam urusan
peribadatan.

Konstitusi tersebut (dalam Mujani. 2007: 78) memuat empat dasar pendirian
khilafah:

1) Kekuasaan adalah milik hukum allah (syar’) dan bukan milik rakyat

2) Otoritas adalah milik rakyat, yakni umat

3) Penunjukkan khalifah sebagai pejabat adalah kewajiban bagi semua

muslim

4) Hanya khalifah yang mempunyai hak untuk mengadopsi hukum-hukum

syariah dan dengan demikian ia menjalankan undang-undang dasar dan

berbagai hukum

2L Al Afghani dan Ridha berseberangan dengan peradaban dan imperialisme Barat dalam
kampanyenya untuk mengimplementasikan syariah Islam. Beberapa bagian HT menolak kekerasan,
tetapi lainnya mengatakan kekerasan dilegitimasi untuk mencapai tujuan politik mereka. Al Afghani
menyarankan umat Islam harus mengambil ketegasan untuk melawan budaya Barat dan sekularisme.
Meskipun HT berseberangan dengan budaya barat meskipun seringkali menggunakan pemikiran,
filsafat, dan ijtihad (pemikiran inovatif) untuk mendukung argumentasinya (Yunanto: 2003: hal. 85-
93).
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Bahkan, konstitusi tersebut juga menulis bahwa seorang pemimpin merupakan
laki-laki dan harus muslim.

Terdapat satu pernyataan yang justru menimbulkan kontradiksi ketika juru
bicara HTI, Ismail Yusanto, dalam sebuah diskusi yang membicarakan tentang perda
syariah ditinjau dari sudut hukum dan empiris di Jakarta pada hari Senin 24 Juli 2006.
Menurutnya, perda yang ada sekarang belum menyentuh persoalan bernegara, masih
mengatur relasi personal dan bersifat individual, seperti pelarangan berjudi, pelacuran,
wajib baca Al Qur’an, atau larangan peredaran minuman keras®.

Pendekatan agama selalu digunakan oleh sekelompok orang, baik yang
tergabung dalam organisasi keagamaan atau yang mengatasnamakan agama maupun
perorangan laki-laki ataupun perempuan. Salah satu kelompok organisasi yang ingin
menjadikan Sl sebagai landasan yuridis Sulawesi Selatan adalah Komite Persiapan

Penegakan SI®

(KPPSI), yang secara jelas dapat menghambat perempuan dalam
mendapatkan akses dan kontrol di lembaga pengambilan keputusan.

Penuturan Andi  Muawiyah (2006) dalam penelitian tentang KPPSI
mengatakan bahwa Sl yang hendak diperjuangkan oleh KPPSI adalah Sl yang
menjadi pedoman hidup bagi diri pribadi umat Islam, masyarakat umum dan bahkan
menjadi pedoman politik dalam kehidupan berbangsa bernegara. Upaya mewujudkan
cita-cita tersebut, KPPSI tidak menempuh cara-cara inkonstitusional, seperti revolusi
dan pemberontakan berdarah, sebagai mana pernah dilakukan oleh sekelompok orang

Islam di Sulawesi Selatan dengan aksi militer DI/TI1.%

?2(lihat “Perda Syariah Baru Sentuh Aspek Pribadi” pada Harian Kompas, 25 Juli 2006)
2% Sedangkan dalam Q.S. As-Syura ayat 13, dimana pengertian Syariat dalam ayat ini menunjuk pada
makna Agidah, yakni ajaran Tauhid yang diajarkan sebagai prinsip abadi diserukan oleh Rasul yang di
utus Allah?. Jadi ini merupakan definisi syariat dalam pengertian ushul (pokok) keimanan. Definisi
Syariat yang lain menurut pengertian Syara’ adalah segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah,
diturunkan oleh Allah sebagai aturan main yang meliputi agidah, hukum dan akhlak dengan tujuan
untuk memproleh kebahagiaan di dunia dan akhirat®®. Definisi diatas menunjukkan bahwa Syariat
Islam seharusnya di tegakkan, tanpa melihat pertimbangan yang lainnya. Perjuangan untuk
membangun negara Islam berbasis hukum shariah sesungguhnya berasal dari pemikiran Al Afghani,
Rashid Ridha, Hassan Al-Banna dan berbagai sarjana islam Mesir seperti Sayyid Qutb (1906-66), yang
telah digambarkan sebagai bapak fundamentalisme Islam. Sarjana Islam reformis dari Mesir,
Muhammad Abduh (1849-1905) menekankan peranan program pendidikan dalam perjuangan hukum
sharia, yang berlawanan pada fokus Al Afghan pada aktivitas politik. Abduh diyakinkan bahwa
reformasi pendidikan lebih kuat ketimbang metode revolusioner dalam meningkatkan harga diri umat
Islam. la juga mengapresiasi institusi politik Islam dan pemikiran bahwa syura (konsesus, semanat
egalitariasme dan keadilan yang ada pada Islam) dan ijma (sebuah konsesus sosial yang dapat
melegitimasi sebuah doktrin atau cara beribadah) dapat digunakan untuk membantu umat islam
memahami aturan konvensional, yang mana opini publik mengontrol kekuasaan pemerintah.
2 Andi Muawiyah Ramly dkk, Demi Ayat Tuhan Upaya KPPSI Menegakkan Syariat
islam,0OPSI,2006,h;184
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Sebagai bentuk ikhtiar mewujudkan Visi dan Misinya, KPPSI menyusun tiga
program perjuangan Sl, adalah : 1) meyakinkan seluruh umat Islam Sulsel bahwa
pelaksanaan Sl secara syamil (total) adalah wajib hukumnya, tanpa pandang bulu dan
tanpa kecuali. 2) memperjuangkan SI menjadi aturan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara di wilayah Sulsel. 3) memperjuangkan disetujuinya UU
Otonomi Khusus pelaksanaan SI di Sulsel oleh DPR R.I. dan Pemerintah Pusat,
sebagaimana telah diberlakukan secara resmi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
(NAD).?

Salah satu gerakan Islam Politik yang diamati adalah KPPSI (Komite
Persiapan Penegakan Sl) yang berpusat di Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan
memontum otonomi daerah dan pemberdayaan politik lokal, KPPSI menerapkan cita-
cita perjuangannya untuk bersyariat Islam dalam negara, khususnya di provinsi
Sulawesi Selatan. KPPSI didirikan pada tahun 2000 oleh kombinasi tokoh agama,
intelektual, dan aktivis Sulawesi Selatan yang relatif matang dalam pelbagai
organisasi dan gerakan pemuda Islam.

KPPSI ketuanya adalah tokoh muda militan, Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar
yang merupakan sebagai putera tokoh pejuang angkatan 1945 dari Sulawesi Selatan;
Abdul Qahhar Mudzakkar yang terlibat dalam gerakan DIl/Tentara Islam Indonesia.
Menurut Sekjen KPPSI Aswar Hasan yang dikutip oleh Ramly, Sl adalah cita-cita
perjuangan yang berorientasi pada kemaslahatan umat dengan sifat universal, inklusif,
dan moderat, yang ditegakkan bukan hanya untuk umat muslim, tetapi pula untuk non
muslim, bahkan untuk semesta alam; Rahmatan Lil Alamin.

Penuturannya yang sangat bermuatan idealis dapat saja digunakan sebagai
strategi pencucian nama KPPSI sebab banyak perda-perdes diskriminatif perlahan
disoroti oleh gerakan masyarakat sipil. Banyak kontradiksi apa yang kami dapatkan

melalui wawancara dengan fakta yang berkembang di publik.

Gambar 5 Foto Kepala Desa
Padang, Andi Rukman
Jabar
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Sejak Mei 2005, KPPSI (Komite Persiapan Penegakan SI) di Sulawesi Selatan
mendorong terbentuknya sebuah wilayah dengan adanya penegakan Sl di dalamnya.
Hal ini tentu saja menambah goresan panjang sejarah gerakan kelompok-kelompok
yang menginginkan implementasi Sl ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Penegakan Sl telah memberikan makna yang wajib di Sulsel melalui upaya
KPPSI. Hal ini yang ditangkap oleh Andi Rukman Abdul Jabbar dalam membentuk
peraturan desa No. 5 Tahun 2006 berdasarkan Sl yang dipahami.

3.2 Dari Bupati Hingga Kepala Desa: Sekelumit Cerita Konteks Politik Lokal

Berdasarkan namanya, kepala desa Padang ini merupakan keturunan
Bangsawan Bugis dan anak keturunan Raja Gangking telah menempuh pendidikan
menengah di Madrasah Aliyah. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya ke
Universitas Muhammadiyah. Setelah itu, ia aktif dalam organisasi muhammadiyah
dan menjadi anggota KPPSI.

Sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa, ayahnya, Abdul Jabbar pernah
menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode atau 12 tahun. Setelah itu, dirinya
mengikuti pencalonan pemilihan kepala desa meskipun dirinya adalah calon kuat
tunggal yang menggantikan ayahnya.

Keluarga Kepala Desa berada di kelas bangsawan yang dianggap memiliki
mandat askriptif unruk memerintah desanya. Untuk itu, bagi masyarakat yang
menganut sistem semi feodalistik dan kepemimpinan patrilineal lokal seperti
masyarakat Desa Padang, pola seperti ini tidak bermasalah. Kesunyian masyakarat
desa dimanfaatkan sebagai peluang memproduksi produk peraturan yang dapat
melegitimasi kekuasaannya atas nama ketertiban masyarakat. Kepala desa sangat
meyakini bahwa peraturan desa No. 5 Tahun 2006 ini tidak menjadi masalah.

Patut diketahui bahwa A. Patabai Pabokori merupakan pamannya sendiri.
Seperti yang telah dikemukakan di atas, A. Patabai Pabokori® adalah bupati
Bulukumba yang mengeluarkan crass program dan perda-perda yang bernuansa Sl.

26 Andi Patabai Pabokori kemudian dimutasikan ke dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan setelah
masa pemerintahannya usai. Bergantinya bupati Bulukumba Andi Muhammad Sukri Sappewali pada
tahun 2007 ini, akhirnya menjadi peluang bagi perempuan untuk bernegosiasi bagi perempuan untuk
mencabut peraturan desa yang dinilai baik oleh perempuan maupun tim peneliti untuk mengadvokasi
pencabutan peraturan desa hukum cambuk.
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Penyederhanaan syariat sama dengan hudud®’ merupakan inti pemaknaan oleh
kepala desa. la memaknai bahwa dengan penegakan Sl harus dijalankan dengan
aturan-aturan yang membuat masyarakat takut untuk melanggarnya, salah satu
pendekatan yang dimunculkan dalam peraturan desa adalah peraturan hukum cambuk.
Tiada satu pun yang mampu mempertanyakan perdes tersebut. Padahal, secara
prosedur hukum, sebuah peraturan desa dapat diberlakukan jika disetujui oleh Badan
Perwakilan Desa dan juga ditandatangani oleh Kabupaten Bulukumba. Namun, dari
beberapa hasil wawancara dengan Nurlela, anggota BPD, proses Perdes hukum

cambuk tidak diketahui oleh mereka.

Gambar 4 Skema Dinamika Kekuasaan Dalam Konteks Pembuatan Perdes
Hukum Cambuk Di Desa Padang

Visi bentuk
H TI p:eSnI:geamka:r;yuar?arjc Islam K P PSI

A

Perbedaan perspektif

mengenai Syariatislam

v
Bupati Andi Patabai Relasi Kepala D
Pabokori Kekerabatan epalaiesa

3.3 Siri> Sebagai Konteks Budaya Masyarakat Bugis

Menurut Mattulada (1991: 43), siri memuat 5 norma yakni ade’ (adat) yang
merupakan serangkaian norma adat yang mengatur mengenai tradisi masyarakat
Bugis®, norma Bicara (norma hukum dan peradilan), rappang (norma keteladanan

2T Adapun menurut syar’i, hudud adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh
syara’ untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama (Manarus Sabil 1I:
360
28 Ade terdiri atas terbagi atas dua yakni Ade " Akkalabinengeng menjelaskan tentang segala hal manusia
berumah tangga, di dalamnya tercakup antara lain: norma-normamengenai keturunan yang boleh atau
tidak boleh saling kawin mengawin, norma mengatur hubungan hak kewajiban dalam hidup rumah
tangga, norma-normamengatur pola perkawinan sebagai diharapkan oleh tiap-tiap perkawinan
“Rappang Akkalabineng”, yakni aspek dieal dalam pola kehidupan rumahtangga termasuk di
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dalam kehidupan bermasyarakat), wari’ (norma yang mengatur stratifikasi
masyarakat) dan sara’ (syariat)®. Untuk sara’®°, norma ini sebenarnya diperlakukan
khusus sebab norma inilah yang dianggap sebagai ideologi masyarakat. Apa yang
terjadi sesungguhnya tidak terlepas dari proses kesejarahan masuknya nilai islam ke
Sulawesi Selatan pada abad ke 17 yang sebelumnya masih memeluk kepercayaan
pada dewa tunggal (animisme) yang disebut Patoto’e (Dia yang menentukan nasib);
To-palanroe (Dia yang menciptakan); Dewata seae (Dewa yang tunggal; TuriE A’ra
‘na (kehendak yang tertinggi) . Agama islam dibawa ke Sulawesi Selatan oleh pelaut-
pelaut Arab, saudagar-saudagar India dan Iran. Kemudian, Islam disiarkan melalui
pedagang-pedagang Melayu dari Jawa. Semua penyebar ini menyebarkan nilai-nilai
tauhid (keesaan Tuhan) yang dipercepat dengan proses kontinuitas relasi sosial
dengan pedagang-pedagang Melayu Islam.

Proses penyebaran islam yang dilakukan berulang kali oleh kelompok ras,
struktur sosial, dan kelompok etnis yang berbeda membuat masyarakat Sulawesi
Selatan secara perlahan melakukan akulturasi dengan nilainya yang kemudian kita
kenal sebagai siri’ dengan penekanan peranan Islam yang sangat menonjol.

Bagi masyarakat Bugis, Siri’ merupakan harga diri dan martabat. Untuk itu,
masyarakat Bugis bersedia mengorbankan apa saja jika namanya tercemar dan
dicemarkan orang lain (Hamid Abdullah, 37 dan C.H Salambasjah, 1966: 5). Selain
agama dan kepercayaan yang dianggap siri tertinggi, perempuan pun dianggap
sebagai kepemilikan harga diri yang tertinggi. Tidaklah mengherankan banyak laki-
laki mati disebabkan untuk mempertahankan perempuan yang dimilikinya seperti
satudara perempuan, isterinya, dan saudaranya Yyang memiliki hubungan
kekeluargaan. Hal ini dikenal sebagai nilai Siri’ naranreng (harga diri yang
dipertarunkan) sehingga laki-laki merupakan payung pelindung dari perbuataan yang
tidak bermoral, yang seringkali dinilai, oleh perempuan. Bagi perspektif masyarakat

dalamnya etika dan pendidikan berkeluarga, dan norma-normaharga diri dari suatu perkawinan agar
Wari; Bicara, dan Rappang Akkalabineng itu terpelihara sebagaimana patutnya (Mattulada. 1991: 43).
2% Sara’ adalah kata untuk menunjukkan pranata islam (hukum syariat). Mattulada menulis bahwa
hukum islam dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan Indonesia (termasuk masyarakat Bugis-
Makassar), hanya diperlukan dalam kuantum kedua, dibandingkan dengan hukum adat yang selalu
digunakan dalam kuantum pertama (Mattulada. 1991: 47)

% Mattulada (1991: 49) menjelaskan bahwa terdapat dua pembagian norma besar yakni sara’ mengatur
kehidupan keagmaan (Islam) dan Ade’ mengatur kehidupan duniawi dan politik.
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Bugis dan Makassar, harta kekayaan dapat dibeli, tetapi siri’ adalah pemberian Tuhan
yang tidak diperjualbelikan di manapun. Sekali harga diri dan siri’ itu hilang, tidak
ada gunanya untuk hidup lagi. Nilai siri inilah yang kemudian sering melegitimasi
praktik kekerasan dan pembunuhan yang seringkali disebabkan oleh perempuan,
seperti disampaikan di bawabh ini:
”Di zaman pcnjajahan Belanda, tidaklah pantas seorang perempuan atau gadis
berjalan sendirian tanpa pengawal. Kalau terpaksa berpergian, ia harus dikawal
oleh seorang pallapi siri’- pengawal kehormatan. Si pallapi'siri’ ini selalu
memegang hulu senjatanya siap sedia membela dan mempertahankan kehormatan
orang yang dikawalnya. Jangan coba-coba menatap lama-lama gadis atau

perempuan yang dikawal itu. Bila itu dilakukan, badiklah (senjata tajam
masyarakat bugis) yang bicara.”

Berikut penuturan Mattulada dalam tulisannya (1991: 52)

“secara lahir, sering tampak seolah-olah orang Bugis....yang karena alasan siri’
dan sanggup membunuh atau dibunh, memperbuat (melakukan) sesuatu yang fatal
karena alasan-alasan sepele, atau karena masalah PEREMPUAN yang
sesungguhnya harus dapat dipandang biasa saja. «

Gambar 6 Pedagang Pasar Mode, 1 kilometer
dari Desa Padang

Ada perbedaan pemaknaan siri’ bagi laki-laki
dan perempuan. Siri’ atau rasa malu dipandang oleh
laki-laki sebagai wacana hak yang harus diperoleh
dalam hidupnya, seperti yang diuraikan sebelumnya
bahwa seseorang tidak segan-segan akan membunuh
laki-laki atau perempuan yang menyebabkan harga
dirinya direndahkan. Berbeda dengan persepsi

masyarakat mengenai siri’ bilamana dikontekskan

perempua. Perempuan dianggap sebagai sumber kepemilikan keluarga yang
diwajibkan untuk menjaga nama baik keluarga dan penyanggah moral. Sekali
perempuan diamati melakukan tindakan yang mendekati perzinahan, maka
kepercayaan keluarga terhadap perempuan akan luput. Perempuan pun memahami

bahwa dirinya adalah sumber orientasi siri” atau sumber fitnah®. Fitnah dalam bahasa

%1 LLabel ini yang selalu direkatkan oleh masyarakat patriarkis seperti pulayang disebarkan oleh kaum
fundamentalisme. Kita dapat melihat bahwa Nawar El Saadawi bahkan mengatakan dalam konteks
yang lebih global, perempuan dianggap sebagai alat kejahatan seperti yang dikutipnya dalam penuturan
Tolstoy, sastrawan Rusia yang berbicarakan perempuan sebagai alat kejahatan. Dalam hampir semua
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Arab berarti kekacauan. Jika kekacauan dalam perspektif Hobbes dipahami sebagai
hakikat kehidupan bersama manusia (Hobbes, 1984: 32), maka dalam rangka
mencegah masalah kekacauan dan kembali pada keteraturan, maka perlu ditegakkan
kekuasaan absolut dari laki-laki yang berfungsi mengontrol gerak perempuan agar
tidak merugikan dan menghancurkan manusia lainnya. Akibatnya, domestifikasi
merupakan bentuk mekanisme kontrol yang paling nyata. Hal inilah yang dapat dilihat
dari kutipan wawancara Dahria berikut ini:
”... yang saya tahu bahwa Kkodrat perempuan itu adalah di rumah mengurus

anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki adalah
kepala keluarga...”*

Atas nama membela nama keluarga, perempuan seringkali membunuh dirinya
sendiri karena dianggap harga dirinya di depan keluarga dipertaruhkan. Terdapat
banyak larangan yang berkaitan siri” misalnya perempuan tidak diperbolehkan keluar
malam sendiri atau dengan laki-laki yang bukan muhrimnya disebabkan dapat
menghindari rasa malu keluarga dimana kewajiban keluarga untuk menjaga anak
perempuannya. Menjaga nama baik perempuan sama halnya menjaga nama baik
keluarga. Sekali nama perempuan tercoreng, maka secara langsung, nama keluarga
pun ikut dalam lumpur. Ketakutan semacam inilah yang menjadi faktor disempower
perempuan di balik pembuatan peraturan desa. Sehingga, perempuan merasa takut
untuk keluar malam atau bahkan memilih bergaul dengan siapapun yang dianggap
nyaman dan aman. Perempuan kehilangan otoritasnya untuk menjaga seksualitasnya
sendiri, kontrol itu berada di tangan keluarga yang didominasi oleh laki-laki. Lebih
jauh lagi, kontrol tersebut dipegang oleh komunitas yang berada di lingkungan
keluarga berada. Itulah mengapa aparat-aparat hukum seringkali tidak dilibatkan

dalam praktik siri’ yang semestinya masuk sebagai kriminalitas.

Siri telah terinternalisasi secara turun temurun dan tidak memberi ruang pada
perempuan untuk mengkritisi atau memperdebatkan alasan perempuan yang dianggap

sebagai entitas penyanggah moral. Atas nama siri dan penegakan SlI, Andi Rukman

konteks, perempuan selalu bodoh. Namun, iblis meminjamkan otaknya jika perempuan ingin
melakukan sesuatu dengan perintahnya (2001: 322).

%2 Hasil FGD tanggal 03 Maret 2009 di Dusun Bonto Bulaeng
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Abdul Jabbar memberlakukan peraturan desa hukum cambuk yang sebelumnya tidak

ada.

Gambar 7. Skema Lapisan
Negara Hukum Yang Berlaku di
Syal‘iat Islam Masyarakat
/Perda-Perdes
Siri

Sehingga dapat dirumuskan bahwa desentralisasi telah memasukkan layer lain
pada kontestasi yang telah ada dan konflik antara hukum dan aturan indegeneous
(indigeneous code) atau siri’. Harga diri ini menjadi basis pondasi atas aturan moral
yang digunakan dan diapropriai oleh perempuan untuk mengubah atau menentang
implementasi SI yang dianggap menyebabkan perempuan mendapat stigma akibat
rasa malu. Hal ini merupakan dampak sosial yang harus diemban perempuan ketika
menjadi korban hukum cambuk. Penetrasi Sl atau berbagai kebijakan diskriminatif
lainnya tidak mengubah relasi yang timpang antara perempuan dengan laki-laki dalam
realitas sosial, namun justru meminggirkan dengan kaburnya batas-batas kontraktual
yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diatur oleh pasal 28 G
(1 dan 2), 1 (2), dan 28 H (2) yang mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak
bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan.

Dapat dililihat dari kutipan wawancara dengan kepala desa berikut ini:

“Kalau dicambuk, tangan tidak terbuka artinyatidak terlalu sakit. Hal ini bertujuan
menimbulkan efek jera karena disaksikan oleh orang banyak.”

“Disaksikan orang banyak agar jera. Kalau dikatakan itu pelanggaran HAM, saya
kiratidak ada. Pelanggaran Ham itu hanya penganiayaan, dalam hukum islam tidak
ada yang namanya penganiayaan.”

Penuturan di atas menjelaskan rasa malu sebagai efek jera terhadap korban
hukum cambuk. Menurutnya hukum cambuk bukan merupakan praktik penganiayaan.
Sl inilah yang dipahami oleh kepala desa bahwa pelaksanaan hukum cambuk dengan
dampak jera bagi korban sangat efektif dijalankan untuk membatasi perilaku-perilaku
yang dianggap melanggar hukum islam. Siri sebagai mekanisme kontrol tersebut
bukan hanya berkaitan dengan pembedaan gender tetapi pula dipegang oleh

stratifikasi kelas yang ada dalam struktur masyarakat Bugis Masyarakat. Seperti yang
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dituturkan oleh Mattulada®, bahwa tiga lapisan utama di dalam masyarakat Bugis
Makassar yakni Anakarung, Maradeka, dan Ata. Anakarung merupakan kelas
pertama, maradeka merupakan kelas menengah, dan Ata berada di lapisan terbawah.
Ciri yang membedakan di antara kelas-kelas tersebut dapat dilihat dari penggunaan
gelar seperti Karaengta, Puatta, Andi, dan Daeng. Kepala desa yang bernama Andi
Rukman Jabar, berada di lapisan pertama menggunakan siri yang berkolaborasi
dengan penetrasi peraturan desa berbasis syariah islam untuk mengontrol lapisan
masyarakat yang berada di bawahnya. Dengan nilai yang digunakan tanpa keadilan,
perdes ini tidak diberlakukan bagi kepala desa dan keluarga besar yang menempati
stratifikasi sosial tertinggi dalam masyarakat

Kami kemudian teringat sejarah seksualitas yang dikemukakan oleh Foucault
yang terjadi pada zaman Victoria dimana kalangan Borjuasi yang memegang
mekanisme kontrol terhadap kelas proletar (lihat 1976: 158-159). Salah satu unsur
ketidakadilan siri’ yang mengancam perempuan kemudian seperti dikonstelasikan
dengan peraturan yang mengakibatkan kegelisahan perempuan. Salah satu
kegelisahan perempuan untuk masuk ke ranah publik yakni mendapatkan cerita
“perempuan tidak baik” dari keluarga dan masyarakat jika terlalu banyak aktivitas di
luar rumah®. Meminjam istilah Janet Chafetz, perempuan masih diperlakukan sebagai
strata terendah selain stratifikasi sosial yang dikenali secara sadar, yakni stratifikasi
seks sehingga relasi di antara keduanya menjadi relasi kekuasaan. Menurut Chafetz,
perempuan mengalami kerugian sosial yang paling banyak ketimbang laki-laki oleh
faktor struktur masyarakat dengan segala pranata sosial, interpretasi agama (sara’)
dan budaya yang terus menghalangi mereka pada akses-akses kehidupan (siri’),
termasuk bagaimana perempuan memaknai tubuh, berekspresi via tubuh, mencintai

tubuhnya, dan merdeka atas tubuhnya.

%3 ihat Antropologi Indonesia No. 48 Tahun XV, Januari-April 1991.
* FGD 23 September 2006
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4. Implementasi Syariat Islam

Dengan berlandaskan pada jumlah mayoritas penduduk adalah islam serta
sejarah panjang pergulatan gerakan islam di wilayah ini, maka salah satu wilayah di
Sulawesi Selatan mengikrarkan diri sebagai kabupaten yang menerapkan agama
islam. Bulukumba merupakan kabupaten pertama yang menerapkan Sl di Sulawesi
Selatan.

Pada masa awal pemberlakuan SI di Bulukumba, bupati setempat , H.A
Patabai Pabokori, bahkan mengeluarkan empat Peraturan Daerah Sl. Bupati juga
menerapkan crass program®. Kebijakan —kebijakan tersebut kemudian juga
mendorong dibentuknya 13 desa musllim di kabupaten Bulukumba. Salah satu desa
muslim tersebut adalah desa Padang. Meskipun penduduk di desa Padang masih
memegang nilai-nilai adat, tetapi pemberlakuan Peraturan Desa No. 05 tahun 2003
tentang hukum Cambuk merupakan sebagai implementasi Sl di wilayah ini.

Namun, interpretasi Andi Patabai Pabokori ini direspon negatif oleh KPPSI.
Ketua KPPSI 1, Arum Spink mengatakan bahwa Bupati Bulukumba yang telah
berkuasa selama dua periode tersebut salah memaknai dan menerapkan Sl. KPPSI
menilai kabupaten seharusnya mengeluarkan peraturan antikorupsi dan kebijakan
yang berpihak pada kehidupan rakyat. Peraturan yang dikeluarkan seperti peraturan
daerah kewajiban mengenakan busana muslim dan baca tulis Al Quran. Peraturan
tersebut bukanlah substansi Sl yang sesungguhnya dipahami. Menurut KPPSI,
pembentukan Sl sebenarnya harus dimulai dari Akhlak®, bukan dengan regulasi atau
kebijakan negara yang formal. KPPSI memandang bahwa penegakan Sl adalah wajib
untuk diberlakukan dengan keberpihakan pada masyarakat marjinal dan majemuk.
Perlahan demi perlahan dan bukan ekstrim adalah metode penegakan Sl sebagai cita-
cita mempurivikasi nilai-nilai islam, sehingga menurut KPPSI, pemberlakukan perda-
perdes diskriminatif oleh kabupaten Bulukumba merupakan pemanfaatan agama demi

popularitasnya untuk menutup kegagalannya sebagai pemerintah  kabupaten

¥ Crass program merupakan program yang berbau keagamaan yang dibentuk oleh Pemerintah
Bulukumba. Crass program terdiri atas; Pembinaan dan pengembangan pemudaremaja
masjid,Pembinaan dan pengembangan TP A/TKA, Pembinaan dan Pengembangan majelis ta’lim,
Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Masjid,Pembinaan dan pengembangan Hifdzil Qur’an,
Pembinaan dan Pengembangan seni bernuansa Islam, Pemberdayaan Zakat, Infag dan Shadagah dan
Pelestarian keluarga Sakinah, Sejahteradan Bahagia

3% KPPSI: Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam
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menanggung aspirasi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Berikut kutipan wawancara dengan Arum Spink:

“saya secara pribadi menilai punya muatan politis KARENA BAGI SAYA
SECARA PRIBADI TIDAK ADA SESUATU YANG MONUMENTAL YANG
DIBANGUN OLEH pak Patabai di Bulukumba. Sementara dia bisa memahami
bahwa masyrakat Bulukumba jika disentuh dengan hal-hal yang sifatnya agama
pasti mereka merespon dan bertindak. Malah saya ingin mengatakan begini
perda-perda ini_ sebenarnya lebih pada memanfaatkan agama untuk
popularitasnya“.37

Adanya perbedaan perspektif antara kedua aktor KPPSI dengan Bupati yang
lama menyebabkan adanya keretakan bagi pihak internal yang memegang kendali
pelaksaan Sl. Sl yang dijewantahkan dalam bentuk perda-perdes SI, menurut KPPSI,
merupakan hanya dipergunakan sebagai kendaraan mencara massa di masa
masyarakat merasakan euphoria reformasi yang baru saja berhembus. Kami melihat
bahwa adanya persaingan politik di sini. Andi Patabai Pabokori tidak mengajak
KPPSI untuk berkonsultasi dan berkomunikasi mengenai percepatan penegakan Sl
melalui perda-perdes tersebut. Inilah fakta kontestasi kekuasaan yang kami temukan.
Alasan kekuasaan yang menimbulkan gejala inkosistensi mengenai pandangan
mereka mengenai syariat islam itu sendiri. Kami sebenarnya memandang bahwa
KPPSI tidak tegas mengenai keinginannya. Kami mendapati komentar KPPSI yang
menginginkan Sulawesi Selatan sebagai daerah otonom Syariat Islam®,

Meskipun demikian, Andi Rukman Abdul Jabbar yang juga merupakan
anggota KPPSI membuat peraturan desa hukum cambuk No. 5 Tahun 2006 di Desa
Padang, Kecamatan Gantarang, Sulawesi Selatan. Hal ini dapat disimak melalui

penuturan di bawah ini:

Di desamuslim pemerintah daerah memberikan keluasan, memberikan wewenang
kepada desanya untuk mengatur warganya berdasarkan kesepakatan masyarakat.
Yang kedua, yang namanya desa muslim perlakuannya harus betul -betul secara
muslim. Untuk menjadikan perlakuan itu menjadikan desa muslim, kita harus
membuat peraturan muslim karena ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan
hukum islam.

Pergulatan implementasi SI dan adat tentunya menjadi sebuah fenomena yang

mempengaruhi  kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan pada umumnya dan

%" Hasil wawancara, Arum Spink ketua | (satu) Komite Persiapan Syariat Islam —kabupaten Bulukumba
tanggal 20 Januari 2009
38 (lihat: http://www.parepos.co.id/read/28776/7/kppsi-minta-agus-dibebaskan-)
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Kabupaten Bulukumba pada khususnya. Hal ini juga mempengaruhi kehidupan
perempuan. Perempuan di Kabupaten Bulukumba pada dasarnya telah mengalami
pembatasan hak-haknya untuk berpartisipasi dalam ruang-ruang publik. Mereka
terjegal karena adanya norma-norma sosial budaya yang menempatkan perempuan
sebagi kaum yang lemah, tidak bisa menjadi pemimpin, hanya berkutat pada ranah
domestik dan kerap kali menjadi korban eksploitasi.

Kondisi perempuan semakin diperparah dengan adanya interpretasi ajaran
agama Islam yang berupaya dipolitisasi dalam bentuk kebijakan negara. Adanya
peraturan desa Padang sudah membuktikan pembatasan perempuan pada ruang
publik, seperti yang tertera pada Peraturan Desa No. 5 Tahun 2006 tentang
pelaksanaan hukum cambuk di Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten
Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada pasal 2 tertulis larangan melakukan perzinahan®.
Pasal ini mengatur larangan laki-laki yang belum memiliki istri untuk melakukan
hubungan seksual di luar nikah dengan perempuan yang belum bersuami. Pasal ini
juga melarang para suami dan istri yang berhubungan seksual di luar hubungan
perkawinan yang sah, selain itu, pasal ini juga melarang para laki-laki untuk
menggangu, merayu, menggoda perempuan yang belum bersuami maupun yang telah
bersuami untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Di pasal 3 mengatur tentang
akses perempuan di ruang publik. Perempuan dilarang berduaan dan pergi bersama di
tempat sunyi kecuali dengan suaminya, anaknya, atau kerabat sedarah.

Selain itu, Perdes Hukum Cambuk mengatur juga larangan penjualan
minuman beralkohol, konsumsi minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya,
perjudian, penganiayaan seperti pemukulan, pemasungan, dan pengurungan). Jika
melanggar ketentuan pasal yang telah dikemukakan di atas, maka pelaku akan
dikenakan sanksi yakni hukum cambuk yang dilaksanakan di kantor desa dengan
disaksikan oleh beberapa tokoh masyarakat atau tokoh agama dan aparat desa.
Jumlahnya tergantung pada ketentuan yang dilanggar. Frekuensi hukum cambuk yang
paling besar berlaku bagi pelaku perzinahan yakni sebesar 104 kali atau dilimpahkan
ke pihak kepolisiasn untuk diproses sesuai hukum KUHP (Kitab Umum Hukum
Pidana) . Untuk pasal 3 diberlakukan jika orang tua atau wali perempuan merasa

keberatan dengan adanya tindakan perzinahan di antara kedua pelakunya atau dapat

%9 Zina adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan selayaknya suami istri
dengan paksaan atau bujukan tanpa diikat tali pernikahan.
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dilanjutkan pada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum KUHP. Selain hukum
cambuk, bentuk hukuman yang diberlakukan adalah denda jika tindakan yang
dilakukan relatif tidak begitu fatal.

Dari frekuensi hukum cambuk yang diterima, maka dapat dilihat bahwa
adanya orientasi peraturan desa No. 5 Tahun 2006 ini diberlakukan untuk perzinahan.
Dari bagian berikutnya, kita dapat melihat bahwa adanya perbedaan pemberlakuan
dan perspektif melihat kasus yang dialami oleh Siti dengan S, Ipar Kepala Desa.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa desentralisasi telah memasukkan layer lain
pada kontestasi yang telah ada dan konflik antara hukum dan aturan indegeneous
(indigeneous code) atau siri’. Harga diri ini menjadi basis pondasi atas aturan moral
yang digunakan dan diapropriai oleh perempuan untuk mengubah atau menentang
implementasi SI yang dianggap menyebabkan perempuan mendapat stigma akibat
rasa malu. Hal ini merupakan dampak sosial yang harus diemban perempuan ketika
menjadi korban hukum cambuk.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana agensi perempuan dapat dibongkar
dalam konteks politisasi islam dengan mengeksploitasi ”the weakest link” di antara

lapisan-lapisan yang mengopresi perempuan.
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5. Dua Kasus Kontradiksi Implementasi Hukum Cambuk Di Desa Padang: Jauh
Dari Nilai Keadilan

5.1 Kasus Pertama: Siti*

Siti adalah anak pertama dari 3 bersaudara, ia tinggal dirumah pamannya
setelah ayahnya meninggal dan ibunya ‘terpaksa’ bermigrasi ke Malaysia untuk
bekerja di perkebunan kelapa sawit. Siti akhirnya dititipkan di rumah pamannya
(saudara laki-laki) dari ibunya, dan kedua saudaranya dititipkan pada saudaranya yang
lain. Usia Siti pada saat dititipkan di rumah pamannya adalah 10 tahun, dan aktivitas
yang dilakukan selama tinggal bersama pamannya adalah bekerja sebagai buruh tani
untuk membantu ekonomi keluarga dan juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga
lainnya.

Hal yang menyebabkan Siti mendapatkan sanksi hukuman cambuk adalah,
karena adanya dugaan dari kepala desa melakukan perzinahan yang akhirnya di
anggap melanggar peraturan desa hukum cambuk. Kronologis dari peristiwa tersebut
adalah, pada hari itu, Siti pergi nonton TV di rumah laki-laki yang juga merupakan
saudara (keluarga) dari Siti yang rumahnya tidak jauh dari rumah Siti. Pada malam
kejadian tersebut, Siti menonton dan kemudian keluar rumah untuk buang air kecil,
setelah keluar buang air kecil tersebutlah, laki-laki yang tersebut memegang tangan
Siti dan saat tangannya tersebut dipeganglah om Siti muncul dan melihat hal tersebut,

walaupun tidak jelas terlihat siapa orang yang berpegangan tangan.

“Saya keluar pada malam itu. Saya memang tiap malam menonton tv di rumah
laki-laki itu. Saya menonton tv di tengah banyak orang kemudian saya harus
keluar rumah karena ingin buang air kecil, tiba-tiba ia di belakang saya dan
menarik saya. Tangan Kkiri saya yang ditarik. Saya berkata “saya ingin masuk
kedalam dan menonton TV” tetapi dia bilang sebentar saja. Kejadian itulah yang
dilihat oleh Paman saya. Saya amat takut dengan paman saya akhirnya saya lari.
Laki-laki itu yang menarik saya untuk lari ke kebun samping rumahnya.
Kemudian saya langsung ke rumah Sunra, teman saya. Saya tidak pulang ke
rumah disebabkan saya takut. la bertanya apakah kamu dikejar seseorang, saya
menjawab tidak! Saya pulang dari makan sup ubi. «

Untuk mengetahui lebih dekat terkait dengan kasus yang dialami oleh Siti,
bahwa mereka tidak melakkan apa-apa. Hanya tangannya saja yang dipegang oleh

laki-laki tersebut, dan berlari ke kebun coklat saat om Siti datang. Tetapi di tengah

*2 Bukan nama sebenarnya.
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kebun, mereka berpisah, Siti lari ke rumah saudaranya (Sumra’) dan saat ditanya
darimana, Siti menggunakan tricky strategy yakni dengan mengatakan habis makan
sup.

Ketika dia sedang mencuci di sumur bersama dengan Bibi si laki-laki tersebut,
tanpa sengaja Siti bercerita bahwa semalam dia dikejar, akhirnya sang Bibi
melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa. Setelah melaporkan hal tersebut, Siti
dipanggil oleh kepala desa tanpa adanya informasi bahwa dia akan dijerat hukuman
cambuk. Proses pemanggilan awal, tanpa ada klarifikasi dari kepala desa dan
informasi kepada keluarga Siti tentang kejadian yang sesungguhnya terjadi, langsung
dikenai hukuman cambuk di bagian telapak kaki sebanyak 40 kali. Dalam eksekusi
tersebut, selain kepala desa terdapat pula ketua BPD, Baharuddin melainkan
kedatangannya bukan karena akan ada eksekusi hukum cambuk, tetapi dikarenakan
ada urusan lain yang akan disampaikan kepada kepala desa. Sehingga saat peneliti
melakukan konfirmasi kepada anggota BPD tersebut, peneliti mendapatkan informasi
yang justru berbeda dengan ungkapan kepala desa terkait dengan hukuman cambuk
yang diberikan kepada Siti. Hal ini juga diklarifikasi oleh peneliti kepada keluarga
Siti, apakah hadir dalam eksekusi tersebut dan jawaban dari keluarga Siti bahwa
mereka tidak mengetahui sama sekali kalau yang dihukum cambuk tersebut adalah
Siti cucu dia.

Ungkapan Nenek Siti terkait dengan hukuman cambuk tersebut, adalah ada
perasaan marah dan malu karena tidak ada informasi yang diberikan kepada mereka
jika cucunya mendapatkan hukuman cambuk. Peneliti tidak hanya melakukan
konfirmasi kepada keluarga saja, tetapi juga kepada salah seorang perempuan yang
aktif dalam kegiatan-kegiatan di desa Padang yang bernama Nurlaela, saat kami
menanyakan informasi mengenai peristiwa Siti dengan tuduhan berzinah, Nurlaela
mengaku tidak tahu. Justru dia mengetahui jika eksekusi tersebut telah berjalan dari
peneliti. Dan pendapat dari nurlaela saat melakukan wawancara mendalam, seperti di
bawah ini:

“saya saja yang aktif, tidak pernah mengetahui implementasi peraturan desa
tersebut”

Menurutnya lanjut, proses implementasi hukum cambuk di desa padang,
banyak menimbulkan simpang siur informasi dari kepala desa sendiri. Dimana

informasi dari kepala desa bahwa telah perdes tersebut telah di ketahui oleh BPD dan
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disahkan oleh BPD tidak terbukti, sesuai dengan informasi dari bapak Baharuddin
bahwa “Kalau memang ada aturan-aturan dari desa , sebaiknya antara sesama
anggota BPD ada satu komitmen dalam melaksanakan aturan tersebut. Agar sebentar
tidak ada tumpang tindih antara BPD dna kepala desa. Yang kita inginkan harus
sejalan, karena kepala Desa dan BPD adalah mitra. Sehingga jika ada kegiatan yang
dilakukan oleh Kepala Desa, harus sepengetahuan dengan BPD”*'. Hal yang sama
juga disampaikan oleh  Asnarti bahwa perdes hukum cambuk tidak
diketahui/sosialisasikan kepada masyarakat :

»Kalaupun nanti ketika di minta absen pada saat sosialisasinya, tetap harus di
pertanyakan apakah masayaarakat paham? Dan siapa masyarakat yang dilibatkan.
Atau apakah masayarakat yang terlibat hanya yang dekat dengan level pemerintah
desa atau tidak? Ini bisa diidentifikasi lebih jauh. Kalau pada sat identifikasi
mengenai keberadaan peraturan tersebut, lebih banyak yang tahu saya kira tidak
masalah. Tetapi kalau lebih banyak yang tidak tahu itu bisa menjadi pertanyaan.
Dalam sosialisasi tidak hanya satu kali, tetapi pada saat ditetapkan tetap ada
tahapan sosialisasi sehingga masyrakat mengetahui betul dengan kebijakan yang
telah dibuat oleh pemerintah desa. Dan masayrakat bisa dimintai masukan, kalau
ada masukan lewat konsultasi publik masukan tersebut bisa dijadikan
pertimbangan untuk kebijakan tersebut. Konsultasi publik itu bermaksud untuk
menyampaikan kekpada masyarkaat bahwa pemerintah akan mengeluarkan satu
kebijakan. Namun demikian ada juga masalah ketika dilakukan sosialisasi,
masyarakat tidak memberikan tanggapan. Tetapi ketika peraturan tersebut sduah
ditetapkan masayraat baru mengetahui bahwa oh...seperti ini toh peraturannya.
Ini juga menjadi tugas yang mensosialisasikan, dan dia harus memehami apa yang
disampaikan. Sehingga ketika ada masyarakat bertanya dia bisa menjawab dengan
baik, dan masyarakat bisa mengetahui dengan baik kebijakan tersebut”

Beberapa proses pembuatan hingga implementasi dari peraturan desa hukum
cambuk di desa muslim padang, memperlihatkan bahwa ada informasi yang terputus
antara sesama aparat desa dan juga dengan pengambil keputusan yang lebih tinggi
ditingkat kabupaten. Sehingga dari proses yang tidak terbuka dan meniadakan proses
demokarasi yang seharusnya harus di jalankan oleh aparat Negara, akhirnya
berdampak pada Siti sebagai seorang perempuan berupa stigma negative yang
menjadikannya semakin termarginal dengan situasi hukuman cambuk yang
didapatkannya yang justru tidak berdampak seimbang dengan laki-laki yang justru
menjerumuskannya mendapatkan hukuman cambuk tersebut, karena keluarga laki-
laki tersebut dapat membayar denda.

“Setelah itu, keluarga laki-laki yang marah pada saya. Saudaranya laki-laki yang

marah saya tidak tahu kenapa ia memarahi saya. Saya hanya diam. Saya takut
dan saya malu keluar, saya malu bertemu dengan orang-orang. Setelah itu,

*! Hasil wawancara pembuatan film hukum cambuk dengan Bapak Baharuddin
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keluarga laki-laki yang marah pada saya. Saudaranya laki-laki yang marah saya
tidak tahu kenapa ia memarahi saya. Saya hanya diam.”

5.2 Kasus Kedua: Adi, Sang Ipar Kepala Desa

Cerita ini diceritakan oleh salah satu informan penelitian. la mengatakan
bahwa perdes hukum cambuk tidak diberlakukan secara adil baik secara sistem
gender dan relasi personal terhadap pemegang kekuasaan. Informan tersebut merasa
bahwa kepala desa tidak adil melihat kasus. Adi, adik istri Kepala Desa mabuk karena
meminum alkohol dan menggangu keamanan warga. Olah karena ia memiliki
hubungan persaudaraan ipar dengan kepala desa maka kepala desa tidak
memberlakukan hukum cambuk ini maupun sanksi apapun. Mereka menampik fakta
kasus tersebut meskipun masyarakat memantau dinamika yang terjadi pada tingkat
pemegang kekuasaan.

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa system kepemimpinan yang terjadi
di Desa Padang masih bercirikan feodalistik dimana para pemegang kekuasaan
merupakan keturunan raja atau bangsawan. Masyarakat dibungkam dan tidak
memiliki akses atau ruang perdebatan mengenai dinamika politik kekuasaan yang
mereka amati dalam kehidupan sehari-hari. Kasus ipar Kepala Desa akhirnya hanya
menjadi pembicaraan antara sesama perempuan yang menilik ketidakadilan dalam
implementasi syariah Islam. Sehingga, dampak psikologis dan sosial pun dirasakan
oleh ipar kepala desa. Efek jera sebagai semangat pemberlakuan hukum ini, seperti
yang dikemukakan oleh kepala desa, akhirnya tidak muncul disebabkan adanya
pengecualian subjek hukum. Praktik standar ganda di atas membangkitkan reaksi di
kalangan perempuan. Karena harga diri perempuan terancam, perempuan berani

mengkritisi perdes tersebut.

5.3 Perbandingan Antara Kedua Kasus

Kedua kasus ini muncul sebagai larangan di perdes hukum cambuk No. 5
Tahun 2006 ini. Kasus pertama yang menerpa Siti merupakan kasus pelanggaran
pasal 3 sedangkan kasus kedua yang dialami oleh Ipar Kepala Desa adalah bentuk
pelanggaran pasal 4. Pembedaan ini memperlihatkan praktik standar ganda dalam
mengimplementasikan hukum cambuk. Siti tidak memiliki hubungan relative dengan

kepala desa dihukum cambuk sementara Udin, ipar kepala desa yang semestinya juga

30



dieksekusi namun tidak demikian halnya disebabkan Udin memiliki hubungan
persaudaraan dengan kepala desa.

Perbedaan perlakuan juga dipengaruhi oleh sistem gender masyarakat Bugis
dan perspektif masyarakat melihat seksualitas laki-laki dengan perempuan. Pada
kasus pertama, dominasi dan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap tubuh
perempuan terlihat dengan jelas. Siti dengan segala otoritas tubuhnya dan daya
seksualitasnya dikontrol oleh kekuasaan yang histeri terhadap tubuh perempuan
melalui peraturan. Hal ini tidak ditemui pada kasus kedua dimana laki-laki, yang juga
bagian dari struktur kekuasaan di desa, tidak mendapat eksekusi yang sama. Laki-laki,
meskipun melanggar prinsip-prinsip moral yang telah diatur di pasal 4, dibiarkan dan
tidak dihukum cambuk yang disebabkan oleh relasi kekuasaan yang berpeluang
padanya.

Peraturan desa hukum cambuk yang berlaku di desa padang, terlihat bahwa
perempuan yang lebih ditekankan dan mendapatkan kontrol terhadap tubuh dan
seksualitasnya. Mengapa demikian, karena dari hasil penelitian dengan beberapa
pendekatan yang dilakukan, terlihat bahwa perdes tersebut selain un-konstitusional
(melanggar kebijakan/UU yang lebih tinggi) juga terlihat kontrol terhadap perempuan
lebih kuat dengan memadukan hukum adat dan hukum SI sebagai ‘alat’ untuk

melakukan kontrol terhadap tubuh dan hak-hak perempuan sebagai warga Negara.
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6. Konvergensi Strategi Bersama Dalam Pencabutan Perdes Hukum Cambuk
6.1 Strategi Pendekatan Penelitian

Sebelum adanya penelitian WEMC, peneliti tidak mengenal siapapun di Desa
ini. Peneliti mendatangi Desa Padang pada tahun 2006 dan menggali informasi
melalui tiga teknik pengumpulan data yakni obervasi dengan live in, wawancara
mendalam, dan juga diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion). Peneliti
juga mengenakan jilbab sebelumnya, dalam hal ini sebagai pendekatan penelitian agar
baik peneliti dan narasumber tidak mengalami perasaan terancam dengan adanya
penelitian ini dan juga mempermudah komunikasi dan interaksi dengan masyarakat.
Kami memilih cara ini sebagai cara aman masuk ke desa Padang yang sangat
memberlakukan aturan hukum cambuk dan didominasi oleh sentimen-sentimen
patriarkis yang dogmatis yang kapanpun dapat mengancam keberadaan peneliti dan
narasumber. Cara ini digunakan karena peneliti live in di desa ini dengan waktu yang
lama (1-2 bulan) kemudian ia ke Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, setelah itu
peneliti kembali lagi live in. Kedekatan peneliti dengan masyarakat yang sangat erat
ditandai dengan pertemanan yang menjadi hubungan antara peneliti dengan subjek
peneliti relative dekat. Untuk mengisi kekosongan waktu peneliti, seringkali peneliti
mengajar mengaji di mesjid, taman baca Alquran, dan taman kanak-kanak.
Bahkan, salah satu peneliti lapangan menikah dengan pria lokal Desa Padang.

Ketika peneliti live in di desa Padang, peneliti melakukan wawancara
mendalam pada tujuh perempuan di level komunitas dan juga mewawancara kepala

desa. Rincian subjek penelitian di bawah ini:

Tabel 3. Rincian Subjek Penelitian di Tahun 2007

No | Tanggal Nama Pekerjaan Pendidikan
Narasumber

1 12 Juni 2007 Ba’ra - SD

2 12 Juni 2007 28 Juli 2007 | Saidah Guru TK/TPA Sl

3 12 Juni 2007 Nurlaela Guru TK/TPA S1

4 28 Juli 2007 Darmi Buruh tani Tidak tamat SD
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5 28September Rosdiana Guru SLTP S1
2007

6 20 Oktober Hapiah Ibu Rumah | SLTP
2007 Tangga
28 Sep 2007, Okt 2007 Siti Buruh tani SD

7

Setelah itu, untuk mengkonfirmasi data dan juga menggali lebih dalam
perspektif pemberdayaan perempuan, kami juga menyelenggarakan FGD yang relatif
rata-rata dihadiri oleh 10 orang. Pertanyaan yang diajukan pada mereka awalnya
mengacu pada konteks pemberdayaan perempuan yang dipahami oleh mereka, seperti
apa makna pemberdayaan bagi mereka, bagaimana inisiatif perempuan ketika
menghadapi mekanisme kontrol yang menghadang mereka, bagaimana pemetaan
mereka sendiri terhadap aktor dan faktor yang selama dihadapi dalam konteks
kehidupan sehari-hari. Empat pertanyaan ini merupakan pertanyaan besar yang
terdapat dalam konsep pemberdayaan WEMC.

Pertanyaan yang paling mendapat antusias dari perempuan adalah pemetaan
aktor dan faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan mereka. Jawaban seperti
laki-laki seperti suami, bapak, kakak, dan adik muncul dari sesi ini. Mereka juga
menyadari bahwa pemerintah yang didominasi laki-laki terkadang tidak menerapkan
prinsip keadilan ketika menjalankan pemerintahannya. Jawaban seperti ini dilontarkan
oleh Nurlela yang kala itu menjadi anggota Badan Perwakilan Desa.

Model pertanyaan ini kemudian mengantarkan pada kepercayaan narasumber
kepada peneliti untuk menggali lebih jauh kehidupan perempuan di Desa Padang
meskipun peneliti mengetahui bahwa peraturan hukum cambuk di Desa Padang telah
diberlakukan, tidak memberdayakan perempuan, dan mengancam perempuan. Pada
tanggal 20 Oktober 2007, adalah kali pertama kami menanyakan hal tersebut pada
Hapiah, seorang salah satu narasumber yang tinggal di Desa Palimassang. Tanggapan
dari Hapiah tidak semenakutkan seperti yang diprediksi. Kemudian, proses ini
dilanjutkan dengan mekanisme narasumber kunci yang mengikrarkan dirinya sebagai
CO Solidaritas Perempuan atau Community Organiser.

Cara ini dipilih oleh peneliti agar narasumber-narasumber tersebut dapat
mengkomunikasikan berbagai hal kepada peneliti baik ketika peneliti berada di desa
maupun di luar desa. Selain Community Organiser sebagai strategi para narasumber

33



untuk mengorganisir pertemuan di antara mereka sendiri baik ketika peneliti berada di
lapangan maupun tidak berada di lapangan. Mereka merasa bangga jika dirinya
dipanggil sebagai CO SP syang dikenal sebagai organisasi perempuan sehingga
peneliti merasa pada titik inilah, peneliti dengan CO mengalami kedekatan secara
personal. Dengan demikian, kami pun menanyakan pada CO-CO di Desa Padang
mengenai perempuan korban hukum cambuk. Mereka memberi referensi untuk
mendatangi Siti dan pada tanggal 28 September 2007, peneliti menjambangi
kediamannya dan menggali data mengenai situasi yang dialaminya saat eksekusi
hukum cambuk dan dampak yang dirasakannya setelah eksekusi tersebut. Nenek Siti
sebagai pihak keluarga Siti pun diwawancai dan pada saat itu, dirinya mengalami
kerugian sosial ketika Siti dipanggil ke kantor kepala desa tanpa sepengetahuan
dirinya.

6. 2 Penemuan Data: Rasa Malu Selalu Muncul Dalam Berbagai Konteks Faktor
Penghambat Pemberdayaan

Melalui proses penelitian yang telah dikemukakan di atas, peneliti dapat
mengetahui beberapa faktor dan aktor penghambat pemberdayaan perempuan, baik
yang sifatnya internal dalam diri narasumber ataupun faktor eksternal di luar diri
narasumber. Adapun faktor penghambat perempuan untuk memberdayakan dirinya
adalah sebagai berikut :

(1) Pendidikan; Hal ini dijadikan sebagai penghambat karena menurut narasumber
baik wawancara mendalam ataupun FGD yang telah dilakukan, pendidikan
merupakan faktor utama perempuan untuk bisa berdaya. Seperti apa yang telah
disampaikan oleh Ba’ra di hasil temuan. Ada perasaan malu dalam diri
perempuan untuk ikut terlibat dalam rapat desa ataupun pertemuan majelis ta’lim.
Seperti ungkapan Darmi yang mengatakan bahwa malu pertemuan majelis ta’lim
karena tidak tahu mengaji dan merasa bodoh.

(2) Ekonomi : persoalan ekonomi juga menjadi salah satu kendala perempuan untuk
berdaya, ini ditemukan pada saat FGD di dusun Bonto Bulaeng tanggal 27
Januari 2008.

(3) Pengalaman berorganisasi: data ini ditemukan peneliti pada saat telah melakukan
beberapa kali wawancara mendalam ataupun wawancara yang tidak formal

dengan perempuan dan narasumber khususnya perempuan yang tidak atau malas

34



hadir di pertemuan atau rapat desa. Pengalaman dalam berorganisasi menjadi
kendala tersendiri permpuan yang tidak memiliki pendidikan dan aktif di
organisasi. Menurut Sume’, saya malu untuk berbicara di pertemuan majelis
ta’lim karena saya tidak tahu dan punya pengalaman berorganisasi.

(4) Interpretasi SI ; hampir semua narasumber ataupun peserta FGD menjadikan
agama sebagai alasan untuk perempuan tidak berdaya yang tidak disadari oleh
perempuan sendiri. Salah satu faktor penghambat adalah pemahaman/interpretasi
terhadap Al-qur’an menjadikan langkah perempuan terbatas. Hasil FGD yang
telah dilakukan terkait dengan Sl, Chairunnisa mengatakan bahwa “Laki-laki
adalah pemimpin bagi perempuan dan itu saya percaya karena ada dalam Al-
qur’an” (FGD,27 Januari 2008)

(5) Siri’ ; faktor lain yang menghambat pemberdayaan perempuan adalah adat, yang
memposisikan perempuan sebagai penjaga rumah dan jarang dilibatkan dalam
prosesi adat misalnya Barazanji yang terlibat secara penuh membaca syair-
syairnya adalah laki-laki. Nurlaela mengatakan bahwa “...perempuan hanya di
dapur saja, karena ada laki-laki yang mencari uang nafkah”*.

(6) Kebijakan (PERDA dan PERDES) ; Seperti kasus Siti yang dikena hukuman
cambuk, karena dianggap telah berzina karena tangannya di pegang oleh laki-laki
pada malam hari.

Faktor penghambat di atas bekerja kuat karena disokong oleh adanya aktor-
aktor yang memiliki kekuasaan untuk menghambat pemberdayaan perempuan.
Identifikasi dari narasumber terkait dengan aktor penghambat bagi perempuan untuk
berdaya, yaitu :

(1) Pemerintah Desa (Kepala Desa) ; pemerintah desa dikatakan sebagai aktor
penghambat karena memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan atau
kebijakan desa.

(2) Tokoh Masyarakat ; hampir sama dengan Pemerintah Desa, juga memiliki
kewenangan untuk terlibat dalam rapat-rapat pengambilan keputusan ditingkat

desa termasuk merumuskan kebijakan/peraturan di tingkat desa. Tokoh

*2 EGD, 27 Januari 2008
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masyarakat tersebut, mayoritas adalah laki-laki. Sementara perempuan hanya 5
orang yang biasa diundang dalam rapat.®

(3) Tokoh Adat ; tokoh adat memiliki peran yang penting dalam melibatkan
perempuan di pertemuan adat. Dalam tradisi Bugis dan Makassar, laki-laki
ditempatkan pada posisi yang penting. Misalnya dalam Barazanji, laki-laki yang
mengambil peran untuk membaca syair-syair Barazanji, perempuan hanya
menyaksikan (menonton) acara tersebut. Adat yang tidak tertulis tetapi diyakini
oleh sebagian besar oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral, dan adat sangat
berpengaruh kepada akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan.

(4) Tokoh agama; tokoh agama memiliki posisi yang sama dengan tokoh masyarakat,
keterlibatannya dalam membuat aturan atau kebijakan juga menjadi legitimasi
pemerintah desa kepada masyarakat. Tokoh agama adalah ulama atau imam
desa/dusun, yang mempunyai peranan penting dalam menyampaikan Sl kepada
masyarakat.* Misalnya ayat tentang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan
selalu disampaikan baik pada ceramah-ceramah keagamaan ataupun secara
informal disampaikan kepada anak dan keluarga. Sehingga ayat tersebut selalu
disampaikan oleh perempuan pada saat akan mendorong perempuan untuk
menjadi pemimpin.

(5) Organisasi Massa Berlandaskan Ideologi Islam: organisasi ini memiliki peran
yang cukup kuat dalam mempengaruhi opini pemerintah dan publik dalam
penegakan SI. Misalnya KPPSI (Komite Persiapan Penegakan SI) yang
mempunyai tujuan untuk menjadikan Sulawesi selatan sebagai serambi
Madinah.*®

*3 Nurlaela dan Hapia dusun Bonto Bulaeng, Nurakawati dusun Borong cinranae, Saidah dusun
Palimassang dan Rosdiana dusun Mattoanging

* Di desa Padang yang menjadi tokoh agama adalah orang yang dituakan dan memiliki pemahaman
agama yang dalam. Biasanya yang menjadi tokoh agama adalah imam desa atau imam kampong, yang
banyak dilibatkan pada acara-acara keagamaan dan adat. Misalnya ceramah dan Barzanji dll. Di Tana
toa yang menjadi tokoh agama/kepercayaan di dalam kawasan adalah Amma toa dan perdana
menterinya.

** Penyebutan serambi Madinah untuk Sulsel pertama kali muncul dari lontaran AM.Fatwa pada acara
kongres Umat Islam Il. Dn saat ini istilah serambi Madinah digunakan oleh MUI Sulsel seagai program
yang diwacanakan ke depan. KPPSI telah mengusulkan kepada Kepala Pemerintah untuk dijadikan
motto Sulsel, dapat pula dipanjangkan artinya dengan “serangkaian amal kebijakan menuju masyrakat
agamis, dinamis, aman dan harmonis.” (Andi Muawiyah Ramly dkk, Demi Ayat Tuhan Upaya KPPSI
Menegakkan Sl, OPSI,2006,h.173)
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6. 3 Membangun Aliansi Mikro Strategis Perempuan

Konvergensi strategis tidak akan bekerja dengan baik tanpa adanya kesadaran
dan aksi bersama perempuan. Setelah mendapat data tersebut, kemudian kami
mengkonfirmasi hal tersebut pada Nurlela, ternyata di luar dugaan kami, Nurlela
menceritakan banyak hal tentang alasan dirinya tidak menyetujui pemberlakukan
hukum cambuk di desanya. la juga mengatakan bahwa ketika perempuan yang
mendapatkan hukum cambuk maka dampak rasa malu akan menghinggapi perempuan
hingga akhir hayatnya. Padahal, implementasi hukum cambuk yang dilakukan tidak
berdasar karena tanpa melalui mekanisme hukum yang berkeadilan, dan berdasar
pada peraturan yang cacat hukum.

Pernyataan ini, selain upayanya meredefinisi rasa malu juga berlandaskan
pada kekecewaannya pada BPD yang notabene beranggota laki-laki. Sebelumnya,
Dirinya telah terpilih menjadi wakil ketua BPD namun tidak disangka keesokan
harinya tanpa sepengetahuannya, keputusan itu mendadak berubah dan Nurlela tidak
menjadi wakil ketua BPD. Dari pengalaman inilah, Nurlela merasakan bahwa laki-
laki dalam dunia politik hanya menganggap permainan untuk mencapai kekuasaan
bukan demi kepentingan masyarakat.

Kemudian snowball effect terjadi, kami pun mendatangi Hj. Murni, ketua
Majelis Taklim di Desa Padang yang dipandang sebagai pemimpin agama. Dari hasil
wawancara kami, narasumber ini bukan hanya menyoroti soal pemberlakuan hukum
cambuk dan dampaknya terhadap perempuan melainkan dirinya melakukan re-
interpretasi terhadap ayat Annisa ayat 34 yang seringkali menjadi ayat pegangan bagi
laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. la pun menyadari bahwa
faktor penghambat pemberdayaan perempuan adalah interpretasi ajaran agama yang
memperkuat budaya patriarki sebagai salah satu faktor penghambat pemberdayaan
perempuan. Seperti ungkapan Ustadzah Murni melalui wawancara mendalam, sebagai
berikut :

“....Yang ada dalam al-qur’an ‘arrijalu kawwamuna alannisa....(1aki-|aki
adalah pemimpin bagi perempuan)’ Tapi bukanlah berarti hanya untuk
laki-laki, tetapi konteksnya adalah siapa yang mampu. Dan memang ada
sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang perempuan, sama halnya
dengan laki-laki. Taruhlah perempuan tidak boleh jadi imam, iya dia
dibelakang laki-laki. Tapi kalau semuanya peremuan kenapa tidak. ....
hanya perempuan yang memang diprioritaskan oleh Allah. Kalau didalam
hadits memang ada beberapa yang menempatkan perempuan lebih dari laki-
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laki, misalnay hadits ‘ada yang bertanya siapa yang penting untuk saya
dahulukan ibu atau bapak, jawaban nabi adalah ibu,ibu,ibu baru bapak.
Ada 3 hal yang tidak sama sekali yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki,
yaitu ; 1) perempuan hamil, bagaimanapun kemampuan laki-laki tidak bisa
hamil, 2) melahirkan, sekuat apapun laki-laki tidak bisa melahirkan, 3).
Menyusui.*®

Berikut adalah tanggapannya mengenai Perdes hukum cambuk:

“0000000000....... Khusus disana ya (wajah heran dan kaget) . kalau saya tidak
setuju dengan hukuman cambuk, dalam Al-qur’an ada istilah “ Billatihi akshan..”

berikanlah nasehat kepadanya yang baik. Kalau emmang sudah berkali-kali sudah
kita lihat, ka nada polisi yang berwenang. Dan menurut saya itu adalah
pelanggaran hak, apa lagi kepada perempuan. Kita sebenarnya sayang sekali
perempuan, walaupun dia nakal. Makanya kita berikan nasehat-nasehat dengan
menyentuh jiwanya, bukan badannya. Kalau jiwa yang disentuh jauh lebih
berpengaruh dari pada badan “

la tidak menyetujui implementasi hukum cambuk yang mennjerat perempuan.
Baginya untuk menyelesaikan masalah psikologis (perempuan nakal) dapat ditangani
secara psikologis dan bukan dengan kekerasan. Perempuan lain yang berada di level
komunitas mengatakan bahwa peraturan desa hukum cambuk hanya membuat
perempuan tidak berdaya dan membuat harga diri perempuan direndahkan.

Pada akhirnya, tanggal 6 April 2009 melalui FGD dengan tema pemilihan
umum, narasumber mampu dengan kritis memetakan para calon legislatif yang
mengusung SI dalam kampanyenya. Selain itu, narasumber juga mampu dan
berkeinginan mempengaruhi perempuan yang lain unuk berhati-hati memilih calon
legislatif dan tidak memilih calon legislatif yang kontra pada keadilan. Bukan hanya
itu, narasumber pula dapat melihat situasi politisasi Islam yang menjadi basis strategi
calon legislatif dan dalam diskusi tersebut, mereka menolak hal tersebut. Hal ini
berkaitan dengan pengalaman mereka mengenai perdes hukum cambuk yang
berlandas pada shariah Islam malah tidak berdampak baik bagi kehidupan perempuan,
justru mengakibatkan potensi kekerasan label bagi diri perempuan.

Tidak sampai di situ, perempuan pun mampu memetakan mekanisme kontrol
yang ada dihadapannya. Seperti yang dikemukakan oleh Hj Wahbah, seorang
pemimpin agama perempuan menilai bahwa:

“penerapan hukum cambuk keliru sebab aturan dan bentuk eksekusi semacam itu

tidak termuat dalam Al Quran dan meminta pemerintah untuk mencabut peraturan
desatersebut.”

*® Indep interview, Ibu Murni salah satu tokoh agama perempuan di kabupaten Bulukumba, 25 Februari
2009
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Apa yang terjadi pada Nurlela, Murni, dan beberapa perempuan di Desa
Padang ternyata memiliki perspektifnya mengenai peraturan hukum cambuk tanpa
intervensi dari peneliti. Pandangan tersebut sesungguhnya bukan bentuk resistensi
terhadap norma sosial yang berlaku. Mereka masih mengenakan jilbab, mereka
dianggap dan dipercaya sebagai pemimpin perempuan oleh komunitas, dan mereka
tetap dianggap sebagai penjaga moral. Namun, perspektif mereka merupakan
modalitas mereka dalam aksi untuk tidak menyetujui peraturan desa ini dimana
mereka mengetahui bahwa perempuan merasakan ancaman terbesar akibat
pemberlakuan peraturan desa ini.

Ketiga pandangan ini melegitimasi perempuan untuk menolak pemberlakukan
hukum cambuk dengan melakukan redefinisi malu dalam siri. Gambaran ini dapat
direfleksikan dengan penemuan Saba Mahmood bagi kelompok perempuan di masjid
Mesir dimana agensi-agensi perempuan bukan untuk merombak hegemoni patriarki,
bahkan, mereka tetap menggunakan ruang masjid meskipun perkumpulan di masjid
dianggap sebagai potensi gerakan yang menghambat kestabilan keamana negara.
Strategis diambil perempuan di masjid sangat berkaitan dengan subjektivitasnya.
Begitu pula, apa yang kami lihat di Desa Padang. Mereka tetap menggunakan
subjektivitas mereka berdasarkan pengalaman, perasaan, dan pemikiran mereka
bahwa perempuan merupakan penjaga nama baik keluarga sehingga apabila
perempuan mendapat rasa malu maka keluarga pun terancam direndahkan oleh
masyarakat. Apa yang dilakukan perempuan, menggunakan terma Sherry B. Ortner
(1996: 2), melakukan hal yang riil dalam momen historis, masa lalu atau masa
sekarang dengan mencoba merekonfigurasi segala hal yang berkaitan dengan
kehidupannya.

Siri’ sebagai entitas yang dianggap sebagai ancaman pemberdayaan mereka
kemudian diredefinisi oleh mereka dengan logika-logika dampak sosial yang akan
dirasakan bagi perempuan dan menambah daftar panjang faktor-faktor pencipta rasa
horror bagi perempuan untuk melangkah lebih jauh atau terlibat dalam ranah publik.
Siri dan pemaknaannya yang selalu mengkooptasi kehidupan perempuan terlanjur
terkontruksi dan berlaku dari generasi ke generasi. Di sinilah peran perempuan
sebagai agensi perubahan bekerja dengan menggunakan sejumlah strategi-strategi
aman yang terkadang bernuansa negosiatif, frontalis, atau tricky sebagai agensi yang
memiliki pemikiran, persepsi, dan tindakan. Di sinilah, istri Kepala Desa merasa
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terancam yang tetap menginginkan peraturan desa tersebut tetap dilakukan. Hal ini
dapat dilihat bahwa perempuan pada tingkat tertentu dan struktur kekuasaan tertentu
tidak juga menolak pemberlakuan peraturan desa karena ia menganggap peraturan
desa tersebut memberi keuntungan pada dirinya®. Perlu diketahui pembaca, istri
kepala desa ini pernah meminta kepada peneliti agar diskusi-diskusi perempuan yang
dilakukan agar dilaksanakan di rumahnya. Kami memilih untuk tidak menuruti
kehendaknya sebab meskipun permintaannya sebagai perempuan yang haus akan
informasi, kami memikirkan relasi kekuasaan yang terdapat pada kelompok diskusi,
adanya dominasi suara, dan kami juga mengkhawatirkan istri kepala desa dapat
dijadikan alat kontrol kepala desa mengenai kegiatan-kegiatan perempuan yang ada di
desanya. Sesungguhnya, kekhwatiran ini bukan merupakan bentuk pemikiran negatif
melainkan hasil pemetaan politik yang dilakukan bersama subjek peneliti.

Dari penjelasan di atas, kita mengetahui bahwa seperti yang telah diungkapkan
Saba Mahmood (154) mengeksplorasi agensi tidak semudah atau sesederhana latihan
hermeneutic, yang tidak berbeda pada ketertarikan feminis dalam menteorikan tentang
posibilitas mentransformasi relasi subordinasi gender. Saba juga mengatakan bawah
agensi tidak juga sesederhana sinonim resistensi terhadap norma sosial tetapi sebagai
sebuah modalitas dalam aksi. la juga mengeksplorasi perbedaan modalitas agensi

yang memiliki operasi melarikan logika resistensi dan subversi norma.

6.4 Peraturan Desa Hukum Cambuk Sebagai Isu Bersama dalam Rencana
Strategi Perempuan

Berdasarkan identifikasi dari narasumber terkait dengan faktor penghambat
pemberdayaannya, maka bersama peneliti, kami merumuskan beberapa strategi
bersama untuk menghadapi perdes hukum cambuk tersebut. Strategi peneliti dalam
mencoba memasuki ranah-ranah keyakinan yakni dengan mencoba mendiskusikan

hak-hak perempuan baik dalam Negara ataupun dalam Islam melalui beberapa FGD
di tahun 2009.

Gambar 8 perempuan
mendiskusikan strategi ke depan
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Peneliti bersama narasumber di Desa Padang mendiskusikan beberapa hal
terkait dengan hak asasi manusia secara umum ataupun secara khusus terkait dengan
hak asasi perempuan. Hasil dari diskusi tersebut, maka narasumber mulai memetakan
bahwa kepala desa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hak mereka dimana
mereka tidak pernah diberitahukan, dilibatkan, dan didengarkan mengenai pandangan
mereka soal peraturan hukum cambuk terlebih mereka mengetahui bahwa perdes
tersebut juga mengatur soal kehidupan perempuan. Nurlaela mengatakan bahwa,
“walaupun saya aktif di kegiatan desa, tetapi saya tidak mendapatkan informasi yang
lengkap terkait dengan proses pembuatan peraturan desa tersebut”, ungkapan
Nurlela terkait dengan keinginannya terlibat dalam rapat desa sebagai seorang
perempuan di desa padang, mengatakan bahwa : “Saya seperti berjuang untuk bisa
ikut rapat desa. Kenapa, karena saya tidak diberi undangan. Undangan terbatas dan
hanya orang terntu yang dapat. Beruntung karena aparat desa yang membuat dan
mendistribusi undangan adalah kawan saya. Ikutlah saya dalam rapat. Tetapi seperti

biasa kita tidak didengar ”.

6.5 Merekam Pengalaman Perempuan Melalui Film Dokumenter

Film dokumeter juga merupakan salah satu proses pendokumentasian yang
dilakukan oleh peneliti dan narasumber untuk dapat merekam sejauh mana proses
pembuatan peraturan desa hukum cambuk dan implementasinya di masyarakat.

Ungkapan para pendukung perdes hukum cambuk, penolak hukum cambuk,
ataupun pihak yang main aman berkomentar tersebut, kami dokumentasikan dalam
film dokumenter. Film dokumenter digunakan sebagai strategi publikasi hasil
penelitian sekaligus juga memiliki tujuan advokasi. Film ini pun merekam testimoni-
testimoni perempuan dan laki-laki yang tidak menyetujui pemberlakuan peraturan
desa tersebut. Film ini diproduksi pada tahun 2008 dengan judul perjalanan SI di
Bulukumba.

Dalam film yang telah dibuat, tergambar bahwa ada kepentingan dari aktor-
aktor yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan memberikan informasi dan data
yang tidak singkron dengan narasumber yang lainnya. Sehingga film documenter
yang dibuat oleh SP Anging Mammiri, dapat menjadi sebuah rujukan untuk

memperlihatkan kepada publik bahwa kebijakan (perdes) tersebut un-konstitusional
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dan tidak memperlihatikan hak-hak perempuan sebagai warga masyarakat yang lebih
banyak mendapatkan dampak dari perdes tersebut.

6.6 Pergantian Kekuasaan Pemerintahan Formal
6.6.1 Sang Bupati Telah Berganti

Perempuan memilih strategi untuk mendatangi Bupati yang telah berganti
tersebut. Mendatangi bupati menurut mereka merupakan cara yang aman bagi
perempuan di Desa Padang daripada berdialog dengan kepala Desa Padang. Hal ini
disebabkan perempuan memetakan bahwa kepala desa berada di posisi abu-abu dan
senantiasa mempertahankan peraturan desa tersebut sehingga ruang bernegosiasi sulit
untuk diciptakan perempuan.

Karena itu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa setelah proses
penggantian Bapak Patabai Pabokori tahun 2006 beralih kepada A. Sukri Sappewali,
dia mengatakan bahwa kepemimpinanya akan melanjutkan pemerintahan dari Patabai

Pabokori. Kendati demikian, dia menginformasikan bahwa implementasi dari Sl

tidaklah menjadi prioritas kerjanya.

Gambar 9 Pertemuan Peneliti dan
~ Subjek Peneliti Bertemu Dengan
« Bupati Bulukumba

Untuk itu, perempuan
bersama peneliti telah melakukan
audiensi dengan Bupati Bulukumba
pada tanggal 17 Desember 2008.

Hasil dari audiensi tersebut adalah

Bupati Bulukumba berniat untuk
mengeluarkan instruksi kepada Bagian hukum untuk membuat surat edaran bupati
terkait dengan pencabutan peraturan desa hukuman cambuk. Hasil dari pertemuan
setelah 2 kali peneliti melakukan audiensi dengan Bupati dan juga melakukan
pengawasan kepada bagian hukum kabupaten Bulukumba, akhirnya membuahkan
hasil. Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor
23/11/2009/Huk. Bupati tidak menyetujui dengan adanya Perdes hukuman cambuk.
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Menurutnya, perdes tersebut melanggar hak asasi manusia dan inkonstitusional
sehingga perdes tidak diperbolehkan untuk diimplementasikan. Dalam proses dialog
tersebut juga, Bupati juga mengajak jajarannya di SKPD yaitu bagian hukum, bagian
kesra dan bagian pemberdayaan perempuan sehingga proses tersebut melahirkan
kesepakatan untuk meminta kepada Biro Hukum Kabupaten Bulukumba untuk
menyelesaikan dan mencabut perdes hukum cambuk yang ada di Desa padang.
Keluarnya Surat Edaran Bupati Nomor 23/11/2009/Huk., maka biro hukum
memanggil Kepala desa secara langsung untuk menyampaikan persoalan perdes
hukum cambuk yang tidak akan kembali diberlakukan oleh kepala desa. Menurut
informasi dari pihak biro hukum kabupaten Bulukumba, peraturan desa benar-benar

tidak digunakan.

6.6.2 Sang Gubernur Lama Yang Telah Selesai Menjabat

Gambar 10 Gubernur Sulawesi
Selatan memberikan statement
pencabutan perdes hukum cambuk

Adanya pembentukan 12 desa

@ muslim di Kabupaten Bulukumba yang

HOTEL CELEBES

diinisiasi oleh bupati kala itu, Andi
Patabai  Pabokori, dilegitimasi oleh
pandangan Amin Syam sebagai gubernur

Sulawesi Selatan saat periode 2003-
2008. Pada suatu media*®, Amin Syam mengatakan bahwa perda-perdes sebenarnya
tidak pantas dipermasalahkan. Respon resistensi mengenai pembentukan perda-perdes
tersebut dinilainya sangat didramatisir. Kala itu, Syahrul Yasin Limpo masih menjadi
wakil gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian, pemilihan kepala daerah pada tahun
2008 Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’'mang berhasil mengalahkan pasangan
Amin Syam (manta gubbernur periode sebelumnya) berpasangan Mansyur Ramly
dan Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (ketua KPPSI) yang berpasangan dengan Mubyl

Handaling sebagai aktor yang tetap mengusung penerapan syariat islam.

*® NN, peneliti lupa mendokumentasikan
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Tampaknya, kegelisahan masyarakat mengenai formalisasi syariat islam
melalui berbagai kebijakan diskriminatif menjadi poin pertimbangan krusial bagi
gubernur terpilih. Meskipun respon positif gubernur mengenai gerakan masyarakat
sipil yang selalu dibangun sejak awal kepemimpinannya dapat dianggap sebagai
politik pencitraan, namun kami menganggap gubernur memiliki itikad baik dalam
membenahi pola pemerintahan yang dilanjutkannya. Hal ini dapat dilihat dari tidak
adanya trend pembuatan berbagai kebijakan diskriminatif sampai tahun ini, tidak
seperti pada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. Kami menilai hal ini sebagai
peluang strategis bagi narasumber bersama peneliti untuk mempertemukan diri dalam
sebuah forum diskusi mengenai peraturan desa hukum cambuk yang amat
menggelisahkan mereka.

Setelah mendatangi Bupati di akhir tahun 2008, peneliti bersama perempuan
memanfaatkan hari perempuan internasional sebagai momentum desakan pencabutan
peraturan desa hukum cambuk di tingkat yang lebih luas. Dilaksanakan pada tanggal
09 Maret 2009, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. Moment hari
perempuan sedunia dipilih untuk melihat bagaimana situasi perempuan saat ini di
Indonesia dan secara khusus di Sulawesi selatan. Bagaimana perjuangan perempuan
dalam melihat situasi yang dialaminya baik di tingkatan domestic, tempat kerja
ataupun negara. Narasumber penelitian menyadari dan mengatakan kebijakan yang
diskriminatif terhadap perempuan, dapat menjadikan perempuan mengalami
kekerasan fisik dan pshikis dengan melakukan kontrol terhadap tubuh perempuan
dengan mengatas namakan hukum islam sebagai penjaga moral.

Dialog publik yang dilaksanakan, melibatkan dari unsur masyarakat
(perempuan dan laki-laki), Pemerintah baik provinsi ataupun Kabupaten Bulukumba,
perempuan-perempuan akar rumput yang menyetujui penolakan , aktivis perempuan,
skademisi, mahasiswa dan media, dengan total yang terlibat kurang lebih 200 orang.
Dalam dialog publik yang diselenggarakan, dibuka dan sekaligus keynote speech
olen Gubernur Sulawesi Selatan (Syahrul Yasin Limpo) dan juga jajarannya di
Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum memberikan sambutannya, SP
Anging Mammiri memperlihatkan film documenter yang dibuat terkait dengan
Peraturan Desa Hukuman Cambuk di Desa Padang-Kabupaten Bulukumba. Dalam
sambutannya Gubernur secara khusus memberikan dukungan kepada perempuan yang
juga memberikan perhatian terhadap persoalan yang dialami oleh perempuan terkait
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dengan kebijakan yang diskriminatif. Hal penting dalam penyampaian Gubernur
adalah memberikan dukungan untuk tidak memberlakukan kebijakan yang
diskriminatif terhadap perempuan.

Gambar 7 Skema Konvergensi Strategi Bersama Dalam Pencabutan Perdes
Hukum Cambuk

Biro Hukum
Gubernur
Bupati NEGARA

Changed
political
leadership

WEMC

FILM, Survey,
dan fasilitaso

Resistansi

dari istri
kepala desa

SEKOLAH
PEREMPUAN

strategic

common women
consciousness leaders/
authority
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7. Alasan Pencabutan Peraturan Desa Hukum Cambuk No. 5 Tahun 2006

Berbagai faktor yang terkonvegensi sebagai strategi advokasi tersebut,
sebenarnya hanya menghadapi fakta the weakest link dari peraturan desa hukum
cambuk yang terletak di antara siri’ dengan hukum negara yakni ilegalitas. Hal ini
disebabkan meskipun negara merekayasa kekuasaan dengan banyak produk-produk
perundangan-undangan namun sebenarnya, negara kehilangan legitimasi di depan
masyarakat. Mekanisme hukum negara bukan menjadi hal yang populer bagi
masyarakat Desa Padang. Proses hukum dan keterlibatan aparat-aparat hukum relatif
tidak dipandang dalam masyarakat. Mereka memiliki mekanisme sendiri yang
dikukuhkan oleh kepemimpinan patrilineal lokal. Hanya saja, kemudian kepala desa
memproduksi produk peraturan yang dinilai diskriminatif bagi perempuan dan
memiliki kesalahan terbesar dalam mekanisme regulasi yang tidak sesuai dengan UU
No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti di

bawah ini:

7a. Konstitusi negara tidak boleh berdasarkan pada kitab suci
Jika dilihat dalam peraturan ini, Alquran dan hadist dihadirkan sebagai dasar

pertimbangan dalam produksi peraturan yang diskriminatif ini. Menurut pemerintah
Bulukumba pun, konsideran yang terdapat pada peraturan desa ini mengacu pada
Alguran dan Al hadist tidak diperbolehkan secara konstitusi. Konstitusi, dan bukan
kitab suci, harus menjadi referensi peraturan daerah dan desa.

Pada pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004 mengatakan bahwa sebuah produk
peraturan harus berdasarkan pada asas-asas kemanusiaan. Hal senada pula
disampaikan dalam pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004 bahwa materi muatan
berlandaskan hak asasi manusia. Implementasi hukum cambuk yang bukan melalui
mekanisme hukum formal merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, hal ini
disebabkan Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional anti penyiksaan (CAT)
dengan UU No. 5 Tahun 1998. Iltulah mengapa praktik eksekusi ini dinilai tidak
berbasis pada konstitusi. Pembelaan dari Kepala Desa Padang terkait dengan berdalih
bahwa implementasi hukum cambuk memudahkan masyarakat untuk mengeksekusi
perilaku yang dianggap kriminal tanpa harus masuk ke ruang-ruang mekanisme

hukum formal yang cenderung menyusahkan dan relatif sarat praktik pemerasan yang
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tersistematis. Penuturan ini hanya justifikasi sebab pihak lain seperti gubernur, biro
hukum, dan bupati Bulukumna tidak berkata senada dengannya.

7b. Tidak mengikut prosedur
Pada pasal 1 pada UU No. 10 Tahun 2004 mengenai ketentuan umum

menyatakan bahwa peraturan desa harus disusun oleh Badan Permusyarawatan Desa
bersama kepala desa. Kata BPD dimunculkan sebelum kepala desa yang bermakna
bahwa segala fungsi proses legislasi di tingkat desa semestinya berada di tangan BPD.

Kami dapat menemukan bahwa pada draft peraturan desa adanya ketunggalan
badan eksekutif desa yang membuat peraturan desa bukan disepakati melalui
mekanisme pembahasan di antara eksekutif desa dengan Badan Perwakilan Desa.
Bahkan, menurut Nurlela sebagai anggota BPD, dirinya tidak mengetahui adanya
peraturan desa hukum cambuk hingga akhirnya Nurlela melihat draftnya sendiri.
Baharudin, ketua BPD tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Peraturan ini
ditandatangani oleh satu pihak tanpa melalui konsultasi bersama BPD dan konsultasi
publik yang melanggar pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 yang secara eksplisit
mengatakan bahwa sebuah produk peraturan tersebut bersifat kolektif kolegial dimana
partisipasi masyarakat diberikan ruang dan berhak dalam memberikan masukan
terhadap peraturan tersebut dan bilamana dianggap bahwa peraturan tersebut tidak
mencerminkan kebutuhan masyarakat dan menyalahi asas-asas yang berkembang di
masyarakat, maka sebuah peraturan yang belum dicatatkan oleh lembaran daerah
dapat ditangguhkan. Apalagi, kami menemukan bahwa peraturan desa hukum cambuk
tidak melalui produsur hukum formal yakni melalui pengesahan lembaran negara
sebagaimana diatur oleh PP No. 72 Tahun 2005 bahwa setiap peraturan perundangan-
undangan baik peraturan daerah maupun peraturan desa harus disahkan di lembaran
negara melalui peran sekretaris daerah. Kejanggalan ini menjadi faktor landasan
terbesar selain inisiatif dari perempuan untuk mencabut peraturan desa No. 5 Tahun

2006 tentang hukum cambuk.
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8. Konklusi

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berbagai konteks
kekuasaan dan nilai yang bertautan dalam terma siri’ terlanjur terkonstruksi dan
terinternalisasi dalam kehidupan perempuan. Keterlanjuran ini  menghasilkan

pengalaman, pengetahuan, pemikiran, dan tindakan yang berbasis pada nilai tersebut.

Hal inilah disebut kemudian subjektivitas perempuan. Subjektivitas
perempuan menjadi landasan agensi perempuan dalam membongkar pranata hukum
yang dinilai mereka sebagai “pencipta rasa malu bagi perempuan”. Ketakutan ini
kemudian diredefinisi sesuai dengan kegerahan mereka dengan sistem politik lokal
menjadi kosakata diskriminasi secara sengaja dan memiliki dampak langsung bagi
perempuan yakni rasa malu. Apalagi, wacana siri’ yang berkembang di masyarakat
adalah wacana kewajiban dimana perempuan selalu mendapat beban sebagai

penyanggah moral dan penjaga nama baik keluarga.

Tidak lepas dari realitas tersebut, kami juga menemukan masuknya peraturan
desa hukum cambuk no.5 tahun 2006 merupakan politik lokal yang tidak dapat
diputuskan dengan gejala yang terdapat konteks kesejarahan politik Islam di
Indonesia dan konteks politik makro. Hal ini pula didukung oleh pola kepemimpinan
paternalistik dan semi feudal yang kemudian bertautan dengan relasi kekerabatan di

antara pemegang kekuasaan.

Unsur ilegalitas yang menjadi “the weakest link” kemudian menjadi strategi
pembongkaran betapa kepala desa tidak menyebarkan prinsip-prinsip keadilan dalam
pemerintahannya. Unsur ilegalitas menjadi alasan mengapa pencabutan perdes ini
menjadi hal yang memungkinkan. Hal ini tidak terlepas dari konvergensi strategi
bersama yang dirumuskan oleh subjek peneliti dan peneliti dengan melakukan upaya-
upaya taktis dan kompromis tanpa harus merasakan ketakutan dengan aktor-aktor
politik yang menginginkan legalitas negara yang terus mengekang perempuan sebagai

makhluk yang selalu dipenjara dalam stratifikasi seksnya.
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